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Abstrak 
Indonesia sedang berada pada salah satu fase demografi paling menentukan dalam sejarah 
pembangunannya. Besarnya proporsi penduduk usia produktif sering disebut sebagai bonus demografi, 
tetapi bonus tersebut tidak bersifat otomatis. Ia baru menjadi dividen ekonomi apabila penduduk usia 
kerja sehat, berpendidikan, memiliki keterampilan yang relevan, terserap dalam pekerjaan produktif, 
memperoleh upah yang layak, dan beroperasi dalam institusi pasar kerja yang adaptif. Artikel ini 
menganalisis masa depan tenaga kerja Indonesia dari perspektif demografi, ekonomi, pendidikan, 
teknologi, manajemen sumber daya manusia, ketimpangan wilayah, gender, informalitas, produktivitas, 
dan transformasi digital. Dengan menggunakan data ketenagakerjaan terbaru BPS serta literatur 
mengenai demographic dividend, human capital, automation, dan skills mismatch, tulisan ini 
menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi paradoks: jumlah angkatan kerja besar dan tingkat 
pengangguran nasional relatif terkendali, tetapi kualitas pekerjaan, mismatch pendidikan-pekerjaan, 
pengangguran pemuda, produktivitas, serta segmentasi formal-informal masih menjadi tantangan 
besar. Di sisi lain, AI, otomasi, ekonomi hijau, ekonomi digital, dan perubahan struktur industri membuka 
sumber pekerjaan baru tetapi sekaligus menekan pekerjaan rutin dan berketerampilan menengah. 
Artikel ini berargumen bahwa pertanyaan strategis bukan lagi apakah Indonesia memiliki bonus 
demografi, melainkan apakah institusi pendidikan, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat mampu 
mengubah struktur usia yang menguntungkan menjadi kapabilitas produktif. Lima agenda utama 
diajukan: revolusi mutu human capital, penciptaan pekerjaan produktif secara besar-besaran, reformasi 
transisi sekolah-ke-kerja, pembangunan sistem reskilling sepanjang hayat, dan penguatan tata kelola 
pasar kerja berbasis data. Tanpa transformasi tersebut, bonus demografi dapat berubah menjadi beban 
demografi dalam bentuk pengangguran terdidik, informalitas kronis, tekanan fiskal, ketimpangan, dan 
ketidakpuasan sosial. Sebaliknya, jika dikelola dengan tepat, Indonesia masih memiliki peluang besar 
untuk menjadikan periode 2020-an dan awal 2030-an sebagai fondasi menuju negara berpendapatan 
tinggi yang produktif, inklusif, dan tangguh. 
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Kata Kunci: bonus demografi; tenaga kerja Indonesia; human capital; produktivitas; pengangguran 
pemuda; skills mismatch; AI; otomasi; reskilling; pekerjaan layak; ekonomi digital; ageing population 

Ringkasan Data Kunci Indonesia (2025-2026) 

Indikator Nilai / Keterangan 

Penduduk Indonesia (SUPAS 2025) 284,67 juta jiwa 

Rasio ketergantungan (SUPAS 2025) 45,05 per 100 penduduk usia produktif 

TFR (SUPAS 2025) 2,13 

Angkatan kerja (Feb. 2026) 154,91 juta orang 

Penduduk bekerja (Feb. 2026) 147,67 juta orang 

TPT (Feb. 2026) 4,68% 

Rata-rata upah buruh (Feb. 2026) Rp3,29 juta/bulan 

Pekerja pertanian, kehutanan, perikanan (Feb. 
2026) 

42,49 juta orang; 28,78% dari pekerja 

Sumber: BPS, SUPAS 2025 dan Sakernas Februari 2026. Angka digunakan sebagai konteks analisis dan dapat diperbarui 
mengikuti rilis statistik berikutnya. 

1. Pendahuluan: Bonus yang Tidak Pernah Otomatis 
Istilah bonus demografi sering dipakai seolah-olah ia merupakan hadiah yang akan datang dengan 
sendirinya ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia 
nonproduktif. Secara demografis, kondisi tersebut memang menciptakan jendela peluang. Namun dari 
sudut ekonomi dan manajemen, jendela peluang hanyalah potensi. Dividen baru muncul apabila sistem 
ekonomi mampu mengubah jumlah manusia menjadi produktivitas, inovasi, tabungan, investasi, 
konsumsi yang sehat, dan perluasan kapasitas produksi. Karena itu, bonus demografi bukan persoalan 
statistik semata, melainkan persoalan kemampuan institusi. 

Indonesia memasuki periode ketika jumlah orang yang bekerja dan mencari pekerjaan sangat besar. 
Sakernas Februari 2026 mencatat angkatan kerja sekitar 154,91 juta orang dan penduduk bekerja sekitar 
147,67 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada 4,68 persen dan rata-rata upah buruh 
sekitar Rp3,29 juta per bulan. Angka agregat tersebut menunjukkan skala pasar tenaga kerja yang luar 
biasa, tetapi angka agregat juga dapat menutupi masalah yang lebih dalam: apakah pekerjaan yang 
tersedia cukup produktif, apakah upah meningkat sejalan dengan produktivitas, apakah pendidikan 
sesuai dengan kebutuhan industri, dan apakah pekerja memiliki kapasitas untuk berpindah dari 
pekerjaan rutin menuju pekerjaan yang lebih kompleks. 

Pada saat yang sama, hasil SUPAS 2025 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 284,67 juta 
jiwa, laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,08 persen per tahun, Total Fertility Rate sekitar 2,13, dan 
rasio ketergantungan sekitar 45,05. Rasio ketergantungan yang mulai meningkat menjadi sinyal penting. 
Indonesia masih menikmati dominasi penduduk usia kerja, tetapi dinamika menuju penuaan penduduk 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD — Bonus Demografi atau Beban Demografi? Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia 

 

4 

telah mulai terlihat. Dengan kata lain, kesempatan memetik bonus demografi memiliki batas waktu. 
Generasi yang hari ini berada pada puncak usia produktif dalam dua atau tiga dekade akan menjadi 
kelompok lanjut usia yang membutuhkan sistem pensiun, kesehatan, dan perlindungan sosial yang 
lebih besar. 

Pertanyaan 'bonus atau beban' karena itu harus dijawab secara dinamis. Demografi dapat menjadi 
bonus pada satu periode, tetapi berubah menjadi beban jika tenaga kerja gagal mengakumulasi 
tabungan, aset, keterampilan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sebaliknya, populasi yang menua 
tidak selalu identik dengan beban apabila produktivitas tinggi, institusi kuat, partisipasi kerja 
perempuan meningkat, teknologi memperbesar kapasitas manusia, dan sistem pensiun dirancang 
berkelanjutan. Fokus kebijakan tidak boleh berhenti pada struktur umur, melainkan harus mengarah 
pada kualitas siklus hidup manusia. 

Dalam perspektif manajemen strategis, bonus demografi dapat dipandang sebagai strategic resource 
yang bersifat time-bound. Nilainya bergantung pada bagaimana organisasi dan negara mengembangkan 
kompetensi, menempatkan tenaga kerja pada fungsi yang menghasilkan nilai tambah, membangun 
budaya inovasi, dan menciptakan mekanisme pembelajaran terus menerus. Kegagalan melakukan hal 
tersebut akan menghasilkan demographic congestion: banyak orang memasuki pasar kerja pada saat 
penciptaan pekerjaan formal tidak cukup cepat, sehingga muncul antrean kerja, pekerjaan informal 
berproduktivitas rendah, dan penurunan return terhadap pendidikan. 

Tulisan ini membahas persoalan tersebut secara komprehensif. Fokusnya bukan sekadar berapa 
banyak orang Indonesia yang berada pada usia produktif, tetapi bagaimana mereka bekerja, belajar, 
berpindah pekerjaan, beradaptasi dengan teknologi, dan membangun keamanan ekonomi jangka 
panjang. Dengan kerangka tersebut, masa depan tenaga kerja Indonesia ditentukan oleh interaksi 
antara demografi, struktur industri, teknologi, kualitas institusi, dan pilihan kebijakan yang dibuat hari 
ini. 

Salah satu kekeliruan konseptual dalam diskursus publik adalah menyamakan penduduk usia produktif 
dengan penduduk produktif. Kategori usia 15-64 tahun hanya menyatakan posisi biologis dan 
demografis, bukan kualitas ekonomi. Di dalam kelompok tersebut terdapat pelajar, penganggur, pekerja 
dengan jam kerja sangat sedikit, pekerja berproduktivitas rendah, pekerja terampil, pengusaha, dan 
profesional. Karena itu, rasio usia produktif harus dibaca bersama indikator partisipasi kerja dan 
produktivitas. Dua negara dengan struktur umur identik dapat menghasilkan outcome ekonomi yang 
sangat berbeda apabila kualitas institusinya berbeda. 

Konsekuensi manajerialnya adalah negara perlu memperlakukan tenaga kerja sebagai portfolio 
capabilities. Sebagaimana perusahaan tidak hanya menghitung jumlah karyawan tetapi juga 
kompetensi, engagement, dan produktivitas, negara perlu mengetahui komposisi skill tenaga kerjanya. 
Pendekatan headcount-oriented harus bergeser menuju capability-oriented. Ini memerlukan data yang 
jauh lebih granular mengenai kemampuan nyata, bukan hanya jenjang pendidikan. 

Bonus demografi juga memiliki dimensi ekspektasi. Generasi muda yang berpendidikan lebih tinggi 
memiliki aspirasi pekerjaan dan mobilitas sosial lebih tinggi. Jika ekonomi gagal menyediakan pekerjaan 
yang sepadan, kekecewaan dapat muncul meskipun TPT nasional terlihat rendah. Oleh sebab itu, 
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kualitas matching antara aspirasi, skill, dan pekerjaan menjadi variabel sosial-politik selain variabel 
ekonomi. 

Dari sudut kebijakan publik, tema pendahuluan: bonus yang tidak pernah otomatis sebaiknya 
diperlakukan sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi 
perlu dimulai dari diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, 
penetapan indikator outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah 
kecenderungan mengukur keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam 
konteks bonus demografi, outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia 
menghasilkan nilai tambah, memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang 
siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, pendahuluan: bonus yang tidak pernah otomatis menuntut koordinasi 
lintas fungsi. Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri 
karena perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi memengaruhi 
kebutuhan tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. Organisasi 
yang mampu mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga kerja muda 
sekaligus menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi bagian dari 
corporate strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani pendahuluan: bonus yang tidak pernah otomatis memiliki 
efek kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau pekerjaan 
berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun kemudian. 
Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

2. Memahami Konsep Bonus Demografi 
Konsep demographic dividend memperoleh perhatian luas karena perubahan struktur umur dapat 
memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketika fertilitas menurun, jumlah anak yang harus ditanggung 
keluarga relatif berkurang, sementara proporsi penduduk yang memasuki usia kerja meningkat. Secara 
teoritis, keadaan ini dapat meningkatkan output per kapita melalui beberapa saluran: bertambahnya 
tenaga kerja, meningkatnya tabungan rumah tangga, bertambahnya investasi pada pendidikan setiap 
anak, meningkatnya partisipasi kerja perempuan, serta meningkatnya kapasitas fiskal negara karena 
basis pembayar pajak membesar. 

Bloom, Canning, dan Sevilla menekankan bahwa struktur umur bukan takdir ekonomi. Negara hanya 
memperoleh dividen jika perubahan demografi disertai kebijakan kesehatan, pendidikan, pasar kerja, 
keuangan, dan tata kelola yang mendukung. Pengalaman Asia Timur sering digunakan sebagai contoh 
bagaimana transisi demografi berinteraksi dengan pendidikan massal, industrialisasi berorientasi 
ekspor, tabungan tinggi, dan penciptaan pekerjaan untuk menghasilkan pertumbuhan cepat. Pelajaran 
pentingnya bukan bahwa semua negara dengan fertilitas menurun akan meniru Asia Timur, tetapi bahwa 
demografi memperbesar dampak kebijakan yang tepat maupun kebijakan yang keliru. 
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Secara analitis dapat dibedakan antara first demographic dividend dan second demographic dividend. 
Dividen pertama berasal terutama dari kenaikan proporsi penduduk usia kerja. Dividen kedua muncul 
ketika individu yang memperkirakan masa pensiun lebih panjang meningkatkan tabungan, akumulasi 
aset, dan investasi, sehingga stok modal per pekerja meningkat. Untuk Indonesia, dividen kedua sangat 
penting karena menjadi jembatan menuju masyarakat menua. Jika pekerja hari ini memasuki usia tua 
tanpa tabungan memadai, jaminan pensiun, atau aset produktif, maka tekanan fiskal dan beban 
keluarga akan meningkat. 

Konsep bonus demografi juga perlu diperkaya dengan dimensi pendidikan. Beberapa studi 
menunjukkan bahwa sebagian besar efek ekonomi yang dikaitkan dengan struktur umur sebenarnya 
beroperasi melalui peningkatan human capital. Dengan kata lain, demographic dividend pada tingkat 
tertentu adalah education dividend. Jumlah pekerja yang besar tanpa peningkatan kualitas pendidikan 
dapat menghasilkan supply shock tenaga kerja yang menekan upah dan meningkatkan informalitas. 
Sebaliknya, tenaga kerja yang berpendidikan baik dan terhubung dengan industri bernilai tambah tinggi 
dapat meningkatkan produktivitas serta memperbesar kapasitas inovasi. 

Karena itu, indikator keberhasilan bonus demografi tidak cukup diukur dengan rendahnya dependency 
ratio. Indikator yang lebih bermakna mencakup produktivitas per pekerja, proporsi pekerjaan formal, 
upah riil, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, tingkat pengangguran pemuda, prevalensi NEET, 
kualitas pekerjaan, akses perlindungan sosial, dan kemampuan pekerja beradaptasi dengan perubahan 
teknologi. Negara mungkin memiliki dependency ratio yang menguntungkan tetapi tetap gagal 
memperoleh bonus jika sebagian besar tenaga kerja terjebak pada pekerjaan berproduktivitas rendah. 

Dalam konteks Indonesia, jendela demografi harus dipahami sebagai periode transisi, bukan keadaan 
permanen. TFR yang mendekati replacement level dan kenaikan bertahap rasio ketergantungan 
merupakan tanda bahwa fase pertumbuhan penduduk usia kerja tidak akan berlangsung selamanya. 
Kebijakan yang hanya berorientasi pada penciptaan pekerjaan jangka pendek tanpa investasi pada 
produktivitas dan perlindungan sosial akan kehilangan kesempatan membangun fondasi bagi 
masyarakat menua yang sejahtera. 

Secara sederhana, pertumbuhan pendapatan per kapita dapat dipengaruhi oleh proporsi orang yang 
bekerja dan produktivitas setiap pekerja. Demografi terutama memengaruhi komponen pertama, 
sedangkan pendidikan, teknologi, dan institusi memengaruhi komponen kedua. Karena proporsi usia 
kerja tidak dapat terus meningkat selamanya, strategi pembangunan harus menggunakan dividen 
pertama untuk mempercepat kenaikan produktivitas. Jika tidak, pertumbuhan akan melambat ketika 
struktur umur berubah. 

Dividen kedua juga terkait pengembangan pasar keuangan dan kepercayaan institusional. Rumah 
tangga akan menabung untuk masa tua jika instrumen tabungan aman, inflasi terkendali, dan sistem 
keuangan dipercaya. Dengan demikian, pembangunan demografi terhubung langsung dengan financial 
inclusion, corporate governance, dan stabilitas makroekonomi. 

Penting pula menghindari determinisme. Negara dengan populasi muda dapat mengalami konflik dan 
pengangguran massal jika kesempatan ekonomi tidak tumbuh, fenomena yang dalam literatur kadang 
dibahas sebagai youth bulge risk. Ini tidak berarti populasi muda menyebabkan instabilitas, tetapi 
menunjukkan bahwa ekspektasi dan kesempatan harus dikelola melalui institusi yang inklusif. 
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Dari sudut kebijakan publik, tema memahami konsep bonus demografi sebaiknya diperlakukan sebagai 
bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi perlu dimulai dari 
diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, penetapan indikator 
outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah kecenderungan mengukur 
keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam konteks bonus demografi, 
outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia menghasilkan nilai tambah, 
memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, memahami konsep bonus demografi menuntut koordinasi lintas fungsi. 
Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri karena 
perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi memengaruhi kebutuhan 
tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. Organisasi yang mampu 
mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga kerja muda sekaligus 
menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi bagian dari corporate 
strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani memahami konsep bonus demografi memiliki efek 
kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau pekerjaan 
berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun kemudian. 
Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

3. Potret Terkini Tenaga Kerja Indonesia 
Pasar kerja Indonesia pada 2026 menampilkan dua wajah. Wajah pertama adalah ketahanan agregat. 
TPT nasional 4,68 persen pada Februari 2026 relatif rendah dibandingkan banyak episode krisis masa 
lalu. Jumlah penduduk bekerja bertambah menjadi sekitar 147,67 juta orang. Wajah kedua adalah 
kualitas dan struktur pekerjaan. Pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyerap sekitar 42,49 juta 
orang atau 28,78 persen dari penduduk bekerja. Tingginya serapan sektor ini penting bagi ketahanan 
pangan dan ekonomi daerah, tetapi juga menunjukkan bahwa transformasi struktural menuju aktivitas 
berproduktivitas lebih tinggi belum selesai. 

BPS juga mencatat pekerja penuh sekitar dua pertiga dari total pekerja, sedangkan pekerja paruh waktu 
dan setengah pengangguran masih mencakup bagian yang berarti. Statistik ini mengingatkan bahwa 
status 'bekerja' tidak selalu identik dengan pekerjaan yang cukup jam kerja, cukup pendapatan, atau 
cukup produktif. Seseorang yang bekerja beberapa jam dalam usaha keluarga dapat dikategorikan 
bekerja, tetapi tetap rentan secara ekonomi. Karena itu, analisis bonus demografi memerlukan 
perhatian pada underemployment dan job quality. 

Dimensi wilayah memperlihatkan heterogenitas yang besar. Jawa Barat, misalnya, memiliki TPT yang 
lebih tinggi daripada angka nasional pada Februari 2026. Daerah dengan populasi muda besar dan arus 
migrasi tinggi menghadapi tekanan penciptaan kerja yang berbeda dibandingkan provinsi dengan 
populasi menua atau basis ekonomi yang lebih kecil. Kebijakan pasar kerja nasional harus cukup 
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fleksibel untuk mengakomodasi perbedaan struktur industri, urbanisasi, pendidikan, dan mobilitas 
antardaerah. 

Pasar kerja juga tersegmentasi antara formal dan informal. Pekerjaan formal biasanya memberikan 
kontrak yang lebih jelas, kepesertaan jaminan sosial lebih baik, serta peluang pengembangan karier. 
Namun sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih berada dalam konfigurasi informal atau semi-
formal. Informalitas tidak selalu buruk; banyak wirausaha tumbuh dari sektor informal. Masalah muncul 
ketika informalitas menjadi perangkap permanen yang identik dengan produktivitas rendah, akses 
pembiayaan terbatas, tidak ada pelatihan, dan perlindungan sosial minimal. 

Tantangan berikutnya adalah rendahnya rata-rata upah relatif terhadap biaya hidup perkotaan dan 
aspirasi kelas menengah. Upah rata-rata buruh sekitar Rp3,29 juta per bulan menggambarkan tekanan 
besar untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan. Upah tidak dapat dinaikkan secara 
berkelanjutan hanya melalui regulasi jika produktivitas tidak ikut naik. Sebaliknya, produktivitas yang 
naik tetapi tidak diterjemahkan menjadi kenaikan upah dan kesejahteraan akan melemahkan daya beli 
dan legitimasi sosial transformasi ekonomi. 

Karena itu, potret tenaga kerja Indonesia tidak dapat diringkas oleh satu indikator. Negara memerlukan 
dashboard multidimensi yang memantau employment rate, TPT, youth unemployment, NEET, 
underemployment, upah riil, produktivitas, formalitas, coverage jaminan sosial, mobilitas kerja, 
kesenjangan gender, dan skill mismatch. Bonus demografi akan benar-benar terlihat jika dashboard 
tersebut bergerak konsisten ke arah pekerjaan yang lebih produktif dan lebih aman. 

Angka pengangguran yang menurun perlu diapresiasi, namun perhatian kebijakan harus beralih pada 
composition effect. Pertumbuhan pekerjaan pada sektor berproduktivitas rendah menghasilkan 
dampak berbeda dengan pertumbuhan pekerjaan pada manufaktur modern atau jasa profesional. 
Karena itu, penciptaan kerja perlu dianalisis berdasarkan sektor, status kerja, jam kerja, upah, dan 
pendidikan. 

Statistik upah rata-rata juga perlu dibaca bersama distribusi. Rata-rata dapat dipengaruhi pekerja 
berupah tinggi, sementara median menggambarkan pengalaman pekerja tipikal dengan lebih baik. 
Kebijakan publik sebaiknya menggunakan berbagai ukuran agar tidak menyimpulkan kesejahteraan 
hanya dari satu angka agregat. 

Transformasi pasar kerja juga perlu memantau transitions, bukan hanya stocks. Berapa banyak orang 
berpindah dari informal ke formal, dari part-time ke full-time, dari pengangguran ke pekerjaan, atau 
sebaliknya? Data transisi memberikan informasi lebih kaya mengenai dinamika dan kualitas sistem 
pasar kerja. 

Dari sudut kebijakan publik, tema potret terkini tenaga kerja indonesia sebaiknya diperlakukan sebagai 
bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi perlu dimulai dari 
diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, penetapan indikator 
outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah kecenderungan mengukur 
keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam konteks bonus demografi, 
outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia menghasilkan nilai tambah, 
memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang siklus hidup. 
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Dari perspektif manajemen, potret terkini tenaga kerja indonesia menuntut koordinasi lintas fungsi. 
Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri karena 
perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi memengaruhi kebutuhan 
tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. Organisasi yang mampu 
mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga kerja muda sekaligus 
menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi bagian dari corporate 
strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani potret terkini tenaga kerja indonesia memiliki efek 
kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau pekerjaan 
berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun kemudian. 
Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

4. Pemuda sebagai Titik Kritis Bonus Demografi 
Pemuda merupakan jantung bonus demografi karena merekalah yang akan mengisi pasar kerja untuk 
tiga sampai empat dekade ke depan. Namun indikator pemuda sering lebih rentan daripada indikator 
nasional. BPS pada 2025 menyoroti bahwa tingkat pengangguran pemuda sekitar dua kali lipat tingkat 
pengangguran nasional, sementara lebih dari sepertiga pemuda yang bekerja mengalami vertical 
mismatch antara tingkat pendidikan dan pekerjaan. Fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan utama 
bukan kekurangan manusia berpendidikan, melainkan lemahnya mekanisme yang menghubungkan 
pendidikan dengan permintaan keterampilan. 

Transisi sekolah-ke-kerja di Indonesia masih berlangsung tidak mulus. Banyak lulusan membutuhkan 
waktu panjang untuk memperoleh pekerjaan pertama, dan pekerjaan pertama sering tidak berkaitan 
dengan bidang studi. Pada fase awal karier, mismatch dapat bersifat sementara dan bahkan membantu 
pekerja memperoleh pengalaman. Masalah terjadi ketika mismatch menjadi permanen. Overeducated 
workers menerima wage penalty karena kompetensi yang diperoleh tidak sepenuhnya digunakan, 
sedangkan undereducated workers berisiko kesulitan mengikuti peningkatan kompleksitas pekerjaan. 

Pengangguran pemuda juga memiliki efek scarring. Masa menganggur yang panjang setelah lulus dapat 
menurunkan pendapatan sepanjang hidup, mengurangi pengalaman kerja, dan melemahkan 
kepercayaan diri. Dari perspektif makro, jutaan pemuda yang mengalami delayed entry ke pekerjaan 
produktif berarti hilangnya output yang seharusnya dapat dihasilkan selama periode bonus demografi. 
Dari perspektif sosial, situasi ini dapat memperbesar frustrasi terhadap pendidikan dan institusi. 

Institusi pendidikan sering dinilai hanya berdasarkan jumlah lulusan, bukan outcome pasar kerja. 
Perguruan tinggi dan sekolah vokasi perlu mengembangkan graduate tracking yang serius: berapa lama 
lulusan memperoleh pekerjaan, pada sektor apa, dengan tingkat upah berapa, dan apakah 
kompetensinya digunakan. Data ini harus menjadi feedback untuk perbaikan kurikulum. Program studi 
yang menghasilkan mismatch kronis tidak cukup hanya mempertahankan kurikulum karena alasan 
tradisi akademik. 
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Perusahaan juga memegang tanggung jawab. Banyak perusahaan menuntut pengalaman bahkan untuk 
pekerjaan entry-level, sehingga menciptakan chicken-and-egg problem bagi lulusan baru. Skema 
apprenticeship, internship berbayar, cooperative education, project-based learning dengan industri, 
dan microcredential dapat menjadi jembatan. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada 
perusahaan yang secara nyata mengembangkan pekerja pemula, bukan hanya menggunakan magang 
sebagai sumber tenaga murah. 

Pemuda masa kini memasuki pasar kerja yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka menghadapi 
pekerjaan platform, remote work, AI, portofolio karier, kontrak jangka pendek, serta kebutuhan untuk 
belajar berulang kali. Karena itu, keberhasilan bonus demografi harus diukur dari kapasitas generasi 
muda untuk membangun employability jangka panjang, bukan semata memperoleh pekerjaan pertama. 

Konsep NEET sangat penting karena mencakup pemuda yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak 
mengikuti pelatihan. Kelompok ini sering tidak terlihat dalam statistik pengangguran karena sebagian 
berhenti mencari kerja. NEET yang berlangsung lama dapat menciptakan keterputusan dari pasar kerja 
dan memperbesar kerentanan sosial. Intervensi harus bersifat outreach, bukan hanya menunggu 
mereka datang ke pusat pelatihan. 

Program magang perlu memenuhi prinsip additionality: posisi magang benar-benar menambah 
pembelajaran dan tidak menggantikan pekerjaan reguler. Peserta harus memperoleh mentor, learning 
plan, assessment, dan kompensasi yang wajar. Tanpa standar tersebut, magang justru dapat 
memperkuat pekerjaan murah tanpa transisi ke karier. 

Kewirausahaan pemuda juga penting tetapi tidak boleh digunakan sebagai jawaban universal atas 
kurangnya pekerjaan. Entrepreneurship membutuhkan akses pasar, modal, kemampuan manajemen, 
dan risk appetite. Kebijakan harus membedakan startup opportunity-driven dari self-employment 
karena keterpaksaan. 

Dari sudut kebijakan publik, tema pemuda sebagai titik kritis bonus demografi sebaiknya diperlakukan 
sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi perlu dimulai dari 
diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, penetapan indikator 
outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah kecenderungan mengukur 
keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam konteks bonus demografi, 
outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia menghasilkan nilai tambah, 
memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, pemuda sebagai titik kritis bonus demografi menuntut koordinasi lintas 
fungsi. Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri karena 
perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi memengaruhi kebutuhan 
tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. Organisasi yang mampu 
mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga kerja muda sekaligus 
menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi bagian dari corporate 
strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani pemuda sebagai titik kritis bonus demografi memiliki efek 
kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau pekerjaan 
berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun kemudian. 
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Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

5. Pendidikan, Human Capital, dan Krisis Relevansi 
Pendidikan adalah mesin utama yang mengubah populasi menjadi human capital. Namun perlu 
dibedakan antara schooling dan learning. Bertambahnya rata-rata lama sekolah tidak otomatis 
menghasilkan kemampuan numerasi, literasi, komunikasi, problem solving, dan digital fluency yang 
dibutuhkan dunia kerja modern. Tantangan Indonesia adalah memastikan bahwa ekspansi akses 
pendidikan diterjemahkan menjadi kualitas pembelajaran yang konsisten. 

Human capital modern semakin bersifat kombinatorial. Seorang lulusan manajemen, misalnya, tidak 
cukup memahami teori organisasi dan pemasaran. Ia perlu mampu menggunakan data, memahami AI, 
mengkomunikasikan argumen, bekerja dalam tim lintas disiplin, serta memahami etika digital. 
Demikian pula lulusan teknik membutuhkan kemampuan bisnis, komunikasi, dan manajemen proyek. 
Batas antarprofesi menjadi lebih cair karena teknologi mengintegrasikan fungsi yang dahulu terpisah. 

Relevansi pendidikan juga tidak berarti perguruan tinggi harus menjadi lembaga pelatihan sempit untuk 
pekerjaan hari ini. Pendidikan tinggi memiliki fungsi lebih luas: membentuk kemampuan berpikir kritis, 
scientific reasoning, etika, dan kapasitas belajar sepanjang hayat. Justru ketika teknologi berubah 
cepat, pengetahuan yang terlalu spesifik dapat cepat usang. Kurikulum perlu menyeimbangkan 
foundational knowledge dengan applied skills. 

Konsep T-shaped skills relevan untuk masa depan tenaga kerja: kedalaman pada satu bidang utama 
dikombinasikan dengan keluasan kemampuan lintas bidang. Untuk konteks AI, bentuk ini dapat 
diperluas menjadi π-shaped skills, yaitu dua kedalaman kompetensi, misalnya manajemen dan data 
analytics. Pekerja dengan kombinasi kompetensi semacam ini lebih mampu berpindah peran ketika 
teknologi mengubah pekerjaan. 

Sekolah vokasi dan pendidikan politeknik memiliki peranan strategis, tetapi harus ditautkan dengan 
ekosistem industri lokal. Vokasi tanpa permintaan industri hanya menghasilkan sertifikat. Sebaliknya, 
industri tanpa institusi pelatihan lokal akan kesulitan memperoleh tenaga terampil. Model dual system, 
teaching factory, dan occupational standards yang diperbarui secara berkala perlu diperluas dengan 
mekanisme evaluasi berbasis outcome. 

Di atas semua itu, reformasi pendidikan perlu membangun budaya belajar sepanjang hayat. Bonus 
demografi tidak akan dipetik melalui satu kali pendidikan pada usia muda. Ketika AI dan otomatisasi 
mengubah pekerjaan setiap beberapa tahun, pekerja membutuhkan recurrent education. Universitas 
perlu bertransformasi dari institusi yang terutama melayani mahasiswa usia 18-24 tahun menjadi 
learning hub untuk seluruh siklus karier. 

Reformasi kurikulum sebaiknya menggunakan prinsip fewer, deeper, transferable. Terlalu banyak mata 
pelajaran atau topik dapat menghasilkan superficial learning. Kemampuan dasar yang kuat memberikan 
fondasi bagi reskilling di kemudian hari. Ini sangat penting dalam era AI karena informasi faktual mudah 
diakses, sementara reasoning dan judgement justru menjadi pembeda. 
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Kualitas dosen dan guru menjadi multiplier utama. Teknologi pendidikan tidak dapat menggantikan 
pendidik berkualitas, tetapi dapat memperbesar jangkauannya. AI dapat membantu diagnosis kesulitan 
belajar, pembuatan materi, dan feedback, sementara pendidik fokus pada interaksi, motivasi, dan 
pembentukan karakter. 

Hubungan pendidikan-industri harus menghindari capture. Universitas tidak boleh hanya mengikuti 
kebutuhan perusahaan jangka pendek. Kemitraan terbaik adalah co-creation yang menggabungkan 
horizon akademik jangka panjang dengan informasi pasar kerja aktual. 

Dari sudut kebijakan publik, tema pendidikan, human capital, dan krisis relevansi sebaiknya 
diperlakukan sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi 
perlu dimulai dari diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, 
penetapan indikator outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah 
kecenderungan mengukur keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam 
konteks bonus demografi, outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia 
menghasilkan nilai tambah, memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang 
siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, pendidikan, human capital, dan krisis relevansi menuntut koordinasi lintas 
fungsi. Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri karena 
perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi memengaruhi kebutuhan 
tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. Organisasi yang mampu 
mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga kerja muda sekaligus 
menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi bagian dari corporate 
strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani pendidikan, human capital, dan krisis relevansi memiliki 
efek kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau pekerjaan 
berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun kemudian. 
Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

6. Skills Mismatch: Ketika Ijazah dan Pekerjaan Tidak Bertemu 
Mismatch merupakan salah satu ancaman paling nyata terhadap bonus demografi. Ia dapat bersifat 
horizontal, ketika bidang studi tidak sesuai dengan jenis pekerjaan; vertikal, ketika tingkat pendidikan 
terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan kebutuhan pekerjaan; serta kompetensi, ketika sertifikat 
formal tidak mencerminkan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan. Ketiga bentuk mismatch dapat 
terjadi bersamaan. 

Mismatch memiliki biaya pada tingkat individu dan ekonomi. Individu yang overeducated menerima 
return pendidikan yang lebih rendah, sedangkan perusahaan menanggung biaya pelatihan tambahan 
karena lulusan belum siap kerja. Negara menanggung opportunity cost karena investasi pendidikan 
tidak menghasilkan produktivitas optimal. Dalam jangka panjang, mismatch kronis dapat mengurangi 
insentif keluarga untuk berinvestasi pada pendidikan tertentu. 
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Penyebab mismatch bersifat sistemik. Informasi pasar kerja sering terlambat, kurikulum diperbarui 
lebih lambat daripada teknologi, konseling karier terbatas, dan perusahaan jarang menyampaikan skill 
taxonomy secara terbuka. Mahasiswa memilih program studi berdasarkan reputasi atau tren masa lalu, 
padahal struktur pekerjaan berubah cepat. Di sisi lain, low-skill job creation yang dominan membuat 
lulusan berpendidikan tinggi menerima pekerjaan di bawah level kualifikasinya. 

Solusi membutuhkan labor market information system yang hidup. Data lowongan, keterampilan, upah, 
lokasi, dan perkembangan pekerjaan harus dianalisis secara real time agar pendidikan dan pelatihan 
dapat beradaptasi. AI dapat membantu mengekstrak skill demand dari jutaan iklan pekerjaan dan 
membangun peta kompetensi nasional. Namun data harus divalidasi agar tidak bias terhadap pekerjaan 
formal dan perkotaan. 

Microcredential dan sertifikasi kompetensi dapat membantu menjembatani kesenjangan, tetapi tidak 
boleh menjadi industri sertifikat baru tanpa nilai pasar. Sertifikasi harus berbasis assessment nyata, 
dapat diverifikasi digital, dan diakui oleh perusahaan. Stackable credentials memungkinkan pekerja 
membangun kompetensi secara bertahap tanpa meninggalkan pekerjaan terlalu lama. 

Kunci lain adalah memperkuat career navigation. Banyak pemuda mengetahui profesi berdasarkan 
pekerjaan tradisional, sementara pekerjaan baru seperti AI governance specialist, sustainability 
analyst, data steward, cybersecurity analyst, dan digital product manager belum dipahami luas. Sistem 
pendidikan harus memperkenalkan peta karier sejak sekolah menengah agar pilihan pendidikan lebih 
informasional. 

Mismatch dapat pula dipengaruhi geographic mismatch. Lowongan tersedia di lokasi berbeda dari 
pencari kerja, tetapi biaya relokasi dan perumahan menghambat perpindahan. Karena itu, solusi skill 
tidak cukup jika hambatan mobilitas tidak diselesaikan. 

Selain hard skills, perusahaan sering mengeluhkan soft skills, tetapi istilah ini terlalu umum. Soft skills 
perlu dioperasionalkan menjadi komunikasi tertulis, presentasi, teamwork, reliability, problem framing, 
dan conflict resolution. Kompetensi tersebut dapat diajarkan dan dinilai jika indikator perilakunya jelas. 

Employer signaling juga perlu diperbaiki. Jika perusahaan menggunakan ijazah sebagai filter meskipun 
pekerjaan tidak membutuhkan pendidikan tinggi, mereka turut menciptakan credential inflation. Skill-
based job description dapat mengurangi overeducation dan membuka akses bagi pekerja kompeten 
tanpa gelar tertentu. 

Dari sudut kebijakan publik, tema skills mismatch: ketika ijazah dan pekerjaan tidak bertemu sebaiknya 
diperlakukan sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi 
perlu dimulai dari diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, 
penetapan indikator outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah 
kecenderungan mengukur keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam 
konteks bonus demografi, outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia 
menghasilkan nilai tambah, memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang 
siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, skills mismatch: ketika ijazah dan pekerjaan tidak bertemu menuntut 
koordinasi lintas fungsi. Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja 
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sendiri-sendiri karena perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi 
memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. 
Organisasi yang mampu mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga 
kerja muda sekaligus menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi 
bagian dari corporate strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani skills mismatch: ketika ijazah dan pekerjaan tidak bertemu 
memiliki efek kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau 
pekerjaan berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun 
kemudian. Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

7. Produktivitas: Ukuran Sesungguhnya dari Bonus Demografi 
Jumlah pekerja yang besar hanya meningkatkan output jika setiap pekerja menghasilkan nilai yang 
cukup. Karena itu, produktivitas adalah indikator paling penting yang menghubungkan demografi dan 
kemakmuran. Negara dengan penduduk usia kerja besar tetapi produktivitas stagnan akan sulit 
meningkatkan pendapatan per kapita. Bahkan, tekanan masuknya pekerja baru dapat menciptakan 
kompetisi untuk pekerjaan berupah rendah. 

Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi pendidikan, kesehatan, modal fisik, teknologi, manajemen, 
infrastruktur, dan kualitas institusi. Pekerja yang terampil tidak akan produktif jika bekerja dengan mesin 
usang, akses listrik tidak andal, atau organisasi tidak mampu mengelola proses. Sebaliknya, investasi 
teknologi tanpa tenaga kerja yang mampu memanfaatkannya juga menghasilkan return rendah. Karena 
itu, strategi human capital dan strategi industrialisasi harus berjalan bersama. 

Studi Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan berhubungan positif dengan 
produktivitas dalam jangka panjang. Hal ini memperkuat argumen bahwa investasi sosial bukan beban 
konsumtif, melainkan bagian dari strategi produktivitas. Program kesehatan ibu-anak, pengurangan 
stunting, kualitas sekolah dasar, hingga pendidikan tinggi semuanya berada dalam satu rantai 
produktivitas lintas generasi. 

Aspek manajemen sering kurang diperhatikan. Dua perusahaan dengan teknologi serupa dapat memiliki 
produktivitas berbeda karena perbedaan proses, leadership, quality control, incentive system, dan 
budaya perbaikan. Program peningkatan produktivitas UMKM seharusnya tidak hanya memberikan alat 
atau kredit, tetapi juga memperbaiki management practices. Digitalisasi proses pencatatan, inventory, 
pemasaran, dan pembayaran dapat meningkatkan efisiensi jika disertai kemampuan manajerial. 

Produktivitas juga berkaitan dengan mobilitas. Pekerja harus dapat berpindah dari perusahaan atau 
sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas tinggi. Hambatan perumahan, transportasi, 
informasi, sertifikasi, dan perlindungan sosial yang tidak portabel dapat menghambat perpindahan 
tersebut. Kebijakan ketenagakerjaan perlu memperlakukan mobilitas sebagai bagian dari strategi 
produktivitas. 
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Pada akhirnya, bonus demografi yang berhasil terlihat dari kenaikan output per pekerja dan kenaikan 
upah riil yang berkelanjutan. Jika jumlah pekerja bertambah tetapi output per pekerja tidak meningkat, 
keuntungan demografi akan terserap oleh pembagian pendapatan terhadap populasi yang lebih besar. 

Produktivitas agregat dapat naik melalui dua mekanisme: within-firm improvement dan reallocation. 
Perusahaan menjadi lebih efisien, atau tenaga kerja berpindah dari perusahaan kurang produktif ke yang 
lebih produktif. Kebijakan sering berfokus pada mekanisme pertama melalui pelatihan, padahal 
reallocation melalui kompetisi, investasi, dan mobilitas sama pentingnya. 

Management quality dapat diperlakukan sebagai teknologi. Praktik target setting, performance 
monitoring, inventory control, dan continuous improvement telah terbukti membedakan produktivitas 
perusahaan. Program extension service untuk manajemen UMKM dapat meniru penyuluhan pertanian, 
tetapi fokus pada praktik bisnis. 

Produktivitas publik juga penting. Izin yang lambat, sistem pengadaan yang rumit, dan layanan publik 
tidak efisien menjadi hidden tax bagi perusahaan. Reformasi birokrasi karena itu bagian dari agenda 
produktivitas tenaga kerja nasional. 

Dari sudut kebijakan publik, tema produktivitas: ukuran sesungguhnya dari bonus demografi sebaiknya 
diperlakukan sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi 
perlu dimulai dari diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, 
penetapan indikator outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah 
kecenderungan mengukur keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam 
konteks bonus demografi, outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia 
menghasilkan nilai tambah, memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang 
siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, produktivitas: ukuran sesungguhnya dari bonus demografi menuntut 
koordinasi lintas fungsi. Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja 
sendiri-sendiri karena perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi 
memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. 
Organisasi yang mampu mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga 
kerja muda sekaligus menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi 
bagian dari corporate strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani produktivitas: ukuran sesungguhnya dari bonus demografi 
memiliki efek kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau 
pekerjaan berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun 
kemudian. Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

8. Informalitas dan Pekerjaan Rentan 
Informalitas merupakan karakter struktural pasar kerja Indonesia. Ia menyediakan mekanisme survival 
ketika pekerjaan formal terbatas dan memungkinkan jutaan orang menciptakan mata pencaharian 
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sendiri. Namun informalitas yang dominan juga menimbulkan persoalan: produktivitas rendah, skala 
usaha kecil, akses kredit terbatas, hubungan kerja tidak pasti, serta minim perlindungan sosial. 

Dalam konteks bonus demografi, informalitas dapat menjadi safety valve sekaligus trap. Safety valve 
karena menyerap pekerja yang tidak mendapatkan pekerjaan formal. Trap karena pekerja dapat 
bertahun-tahun berada pada usaha berproduktivitas rendah tanpa jalur peningkatan skill atau 
pendapatan. Kebijakan harus membedakan informal entrepreneurship yang memiliki potensi tumbuh 
dari survival informality yang sangat rentan. 

Formalization tidak cukup dilakukan melalui penegakan administratif. Jika biaya formal lebih besar 
daripada manfaat formal, pelaku usaha akan tetap informal. Pemerintah perlu meningkatkan value 
proposition formalitas: akses pembiayaan, pasar pengadaan, pelatihan, perlindungan sosial, legal 
certainty, dan layanan digital yang sederhana. Formalisasi harus menjadi jalur naik kelas, bukan hanya 
tambahan kewajiban. 

Pekerja platform menambah kompleksitas baru. Pengemudi ride-hailing, kurir, freelancer digital, dan 
pekerja kreatif sering tidak cocok dengan dikotomi pekerja formal versus informal tradisional. Mereka 
memiliki fleksibilitas tetapi menanggung risiko pendapatan, kesehatan, dan pensiun sendiri. Sistem 
jaminan sosial perlu mengembangkan model kontribusi yang portabel dan fleksibel mengikuti pola 
pendapatan tidak tetap. 

UMKM merupakan arena utama transformasi informalitas. Digitalisasi pembayaran, pembukuan, 
marketplace, dan akses logistik dapat membantu usaha kecil meningkatkan skala. Namun adopsi 
digital bukan tujuan akhir. Banyak usaha masuk platform tetapi tetap memiliki margin kecil karena 
persaingan harga dan ketergantungan algoritmik. Program digitalisasi harus disertai peningkatan 
kualitas produk, branding, produktivitas, dan kemampuan negosiasi dalam rantai nilai. 

Bonus demografi akan lebih bermakna apabila jutaan pekerja informal dapat naik menuju pekerjaan 
yang lebih produktif, terlindungi, dan memiliki jalur akumulasi aset. Dengan demikian, strategi 
formalitas harus dipandang sebagai strategi produktivitas dan perlindungan sosial secara bersamaan. 

Portabilitas manfaat menjadi kunci ketika karier semakin non-linear. Seorang pekerja dapat berpindah 
dari karyawan ke freelancer, kembali menjadi karyawan, lalu membuka usaha. Hak jaminan sosial perlu 
mengikuti individu, bukan melekat kaku pada satu pemberi kerja. 

Teknologi digital dapat memperluas formalitas melalui e-invoicing, pembayaran digital, dan identitas 
usaha. Namun desain harus simple by default. Jika compliance digital kompleks, usaha mikro justru 
enggan masuk sistem. 

Pekerja rumah tangga dan pekerja perawatan juga perlu diperhatikan. Care economy akan tumbuh 
seiring ageing, dan pekerjaan care harus diprofesionalkan melalui standar kompetensi, perlindungan, 
dan jalur karier agar tidak terus berada dalam informalitas berupah rendah. 

Dari sudut kebijakan publik, tema informalitas dan pekerjaan rentan sebaiknya diperlakukan sebagai 
bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi perlu dimulai dari 
diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, penetapan indikator 
outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah kecenderungan mengukur 
keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam konteks bonus demografi, 
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outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia menghasilkan nilai tambah, 
memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, informalitas dan pekerjaan rentan menuntut koordinasi lintas fungsi. Fungsi 
SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri karena perubahan 
kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, 
dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. Organisasi yang mampu 
mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga kerja muda sekaligus 
menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi bagian dari corporate 
strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani informalitas dan pekerjaan rentan memiliki efek kumulatif. 
Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau pekerjaan berproduktivitas 
rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun kemudian. Karena itu, kebijakan 
perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini menghubungkan agenda tenaga kerja 
saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa depan. 

9. Perempuan dan Dividen Demografi yang Belum Maksimal 
Salah satu sumber terbesar pertumbuhan tenaga kerja Indonesia adalah peningkatan partisipasi 
ekonomi perempuan. Secara teori, penurunan fertilitas dapat membebaskan waktu perempuan dari 
pengasuhan anak dan membuka peluang partisipasi kerja lebih besar. Studi internasional menunjukkan 
hubungan penting antara fertilitas, partisipasi kerja perempuan, dan demographic dividend. Namun 
potensi ini tidak otomatis terealisasi karena dipengaruhi norma sosial, ketersediaan childcare, 
keamanan transportasi, fleksibilitas kerja, dan diskriminasi pasar kerja. 

Banyak perempuan Indonesia keluar dari pasar kerja setelah menikah atau memiliki anak, kemudian 
kesulitan kembali karena skill depreciation dan rigiditas pekerjaan. Akibatnya, ekonomi kehilangan 
tenaga terdidik yang sebenarnya sudah melalui investasi pendidikan tinggi. Dari perspektif perusahaan, 
rendahnya retention perempuan juga berarti hilangnya talent pipeline pada tingkat manajerial. 

Kebijakan childcare adalah kebijakan ekonomi, bukan sekadar kebijakan keluarga. Tempat penitipan 
anak yang berkualitas dan terjangkau memungkinkan perempuan bekerja, meningkatkan pendapatan 
rumah tangga, dan sekaligus mendukung perkembangan anak. Perusahaan besar dapat menyediakan 
childcare atau subsidi, sedangkan pemerintah daerah dapat mengembangkan layanan komunitas 
terstandar. 

Fleksibilitas kerja juga penting tetapi harus dirancang hati-hati. Remote work dapat memperbesar 
partisipasi, tetapi jika perempuan sekaligus menanggung beban domestik penuh, fleksibilitas justru 
memperpanjang jam kerja total. Norma pembagian kerja rumah tangga dan kebijakan parental leave 
untuk laki-laki berperan dalam menciptakan kesetaraan nyata. 

Peningkatan partisipasi perempuan juga harus mengarah pada pekerjaan produktif, bukan hanya 
pekerjaan rentan. Pendidikan STEM, digital skills, akses modal bagi wirausaha perempuan, dan 
perlindungan dari diskriminasi perlu diperkuat. Bonus demografi yang mengecualikan sebagian besar 
potensi perempuan pada dasarnya adalah bonus yang tidak lengkap. 
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Dalam strategi pembangunan, perempuan bukan 'cadangan' tenaga kerja tetapi bagian inti dari 
kapasitas produktif nasional. Meningkatkan partisipasi dan produktivitas perempuan dapat membantu 
Indonesia mengompensasi perlambatan pertumbuhan penduduk usia kerja pada masa mendatang. 

Returnship program dapat membantu perempuan yang berhenti bekerja beberapa tahun untuk kembali 
melalui pelatihan singkat, proyek transisi, dan mentoring. Perusahaan memperoleh akses ke talent 
berpengalaman, sedangkan pekerja memperoleh jalur re-entry tanpa harus memulai dari nol. 

Kebijakan anti-harassment dan keamanan perjalanan juga merupakan faktor ekonomi. Jika perempuan 
menghadapi risiko di tempat kerja atau transportasi, effective labor supply berkurang. Infrastruktur 
aman memperluas radius pekerjaan yang dapat diakses. 

Data gender perlu memisahkan partisipasi, jam kerja, upah, jenis pekerjaan, dan posisi kepemimpinan. 
Kenaikan partisipasi tanpa kenaikan kualitas pekerjaan belum mencerminkan dividen penuh. 

Dari sudut kebijakan publik, tema perempuan dan dividen demografi yang belum maksimal sebaiknya 
diperlakukan sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi 
perlu dimulai dari diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, 
penetapan indikator outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah 
kecenderungan mengukur keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam 
konteks bonus demografi, outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia 
menghasilkan nilai tambah, memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang 
siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, perempuan dan dividen demografi yang belum maksimal menuntut 
koordinasi lintas fungsi. Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja 
sendiri-sendiri karena perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi 
memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. 
Organisasi yang mampu mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga 
kerja muda sekaligus menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi 
bagian dari corporate strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani perempuan dan dividen demografi yang belum maksimal 
memiliki efek kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau 
pekerjaan berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun 
kemudian. Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

10. AI, Otomasi, dan Perubahan Arsitektur Pekerjaan 
AI generatif, robotika, dan otomatisasi mempercepat perubahan pembagian tugas antara manusia dan 
mesin. Dampaknya tidak sederhana karena teknologi dapat menggantikan sebagian tugas, melengkapi 
tugas lain, dan menciptakan pekerjaan baru. Pertanyaan yang tepat bukan 'berapa pekerjaan akan 
hilang', tetapi 'tugas mana yang berubah, siapa yang memperoleh manfaat produktivitas, dan seberapa 
cepat pekerja dapat berpindah ke konfigurasi tugas baru'. 
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Pekerjaan rutin administratif, input data, dokumentasi standar, basic customer service, dan analisis 
pola sederhana semakin mudah diotomasi. Namun pekerjaan yang membutuhkan judgement, tanggung 
jawab, empati, negosiasi, kreativitas kontekstual, dan interaksi fisik kompleks tetap membutuhkan 
manusia, meskipun dibantu AI. Karena itu, kompetensi masa depan bersifat human-plus-machine. 

Bagi Indonesia, AI dapat menjadi pengganda bonus demografi jika memperbesar produktivitas pekerja 
muda. Seorang analis dengan AI dapat memproses lebih banyak data; guru dapat membuat materi yang 
lebih adaptif; dokter dapat memperoleh decision support; UMKM dapat mengotomasi pemasaran. 
Namun AI juga dapat memperbesar ketimpangan antara pekerja dan perusahaan yang mampu 
mengadopsi teknologi dengan mereka yang tertinggal. 

Kekhawatiran displacement harus ditanggapi dengan active labor market policy. Pekerja yang 
terdampak tidak cukup diberi pelatihan generik; mereka membutuhkan pathway yang jelas dari 
pekerjaan lama ke pekerjaan baru, termasuk recognition of prior learning, subsidi pelatihan, career 
counseling, dan dukungan pendapatan selama transisi. Model reskilling harus berbasis adjacency 
skills: kompetensi baru dipilih berdasarkan kedekatannya dengan keterampilan yang sudah dimiliki. 

AI juga mengubah perekrutan. Perusahaan semakin dapat menggunakan skill-based hiring, assessment 
digital, dan portofolio daripada hanya ijazah. Ini membuka peluang bagi pekerja nontradisional, tetapi 
juga menimbulkan risiko bias algoritmik. Governance diperlukan agar sistem seleksi AI transparan, 
dapat diaudit, dan tidak mendiskriminasi kelompok tertentu. 

Dalam jangka panjang, negara yang memenangkan era AI bukan negara dengan jumlah pekerja terbesar, 
tetapi negara yang paling cepat mengkombinasikan human capital, komputasi, data, dan institusi. 
Bonus demografi Indonesia harus ditransformasikan menjadi digital productivity dividend. 

Literasi AI perlu dibedakan menjadi user literacy, builder literacy, dan governance literacy. Sebagian 
besar pekerja membutuhkan kemampuan menggunakan dan mengevaluasi output AI; kelompok teknis 
membutuhkan kemampuan membangun sistem; pimpinan dan regulator membutuhkan pemahaman 
risiko, akuntabilitas, privasi, dan dampak organisasi. 

AI dapat mempercepat deskilling jika organisasi menyerahkan terlalu banyak keputusan kepada mesin 
sehingga pekerja kehilangan kemampuan dasar. Karena itu, human-in-the-loop bukan hanya 
mekanisme keselamatan, tetapi juga mekanisme mempertahankan expertise. Desain kerja perlu 
memastikan pekerja tetap memahami proses dan dapat mengambil alih ketika sistem gagal. 

Adopsi AI pada UMKM membutuhkan shared infrastructure. Tidak semua usaha harus membangun 
model sendiri. Cloud services, platform nasional, dan solusi vertikal dapat menurunkan biaya, asalkan 
data governance dan keamanan diperhatikan. 

Dari sudut kebijakan publik, tema ai, otomasi, dan perubahan arsitektur pekerjaan sebaiknya 
diperlakukan sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi 
perlu dimulai dari diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, 
penetapan indikator outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah 
kecenderungan mengukur keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam 
konteks bonus demografi, outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia 
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menghasilkan nilai tambah, memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang 
siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, ai, otomasi, dan perubahan arsitektur pekerjaan menuntut koordinasi lintas 
fungsi. Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri karena 
perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi memengaruhi kebutuhan 
tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. Organisasi yang mampu 
mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga kerja muda sekaligus 
menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi bagian dari corporate 
strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani ai, otomasi, dan perubahan arsitektur pekerjaan memiliki 
efek kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau pekerjaan 
berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun kemudian. 
Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

11. Industrialisasi, Ekonomi Hijau, dan Penciptaan Pekerjaan Produktif 
Human capital tidak akan menghasilkan dividen jika ekonomi tidak menciptakan pekerjaan produktif 
dalam jumlah besar. Karena itu, strategi tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dari strategi industri. 
Indonesia membutuhkan sektor yang mampu menyerap pekerja menengah dan tinggi, meningkatkan 
produktivitas, serta menciptakan rantai nilai domestik. 

Hilirisasi sumber daya alam dapat menciptakan pekerjaan dan investasi, tetapi kualitas dividen 
bergantung pada kedalaman rantai nilai. Jika hilirisasi berhenti pada proses padat modal dengan linkage 
domestik terbatas, serapan tenaga kerja mungkin tidak sebesar yang diharapkan. Kebijakan perlu 
mendorong supplier development, engineering capability, maintenance, R&D, logistics, dan jasa 
profesional di sekitar industri utama. 

Ekonomi hijau membuka kelompok pekerjaan baru: energi terbarukan, efisiensi energi, electric mobility, 
circular economy, waste management, climate analytics, sustainable finance, dan ecosystem 
restoration. Green jobs dapat menjadi sumber pekerjaan produktif, tetapi membutuhkan standar 
kompetensi baru. Tanpa green skills, investasi hijau dapat bergantung pada tenaga ahli eksternal. 

Industri manufaktur tetap penting karena memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja, membangun 
learning-by-doing, dan mendorong ekspor. Tantangan premature deindustrialization perlu diatasi 
dengan meningkatkan daya saing industri, logistik, energi, kualitas regulasi, dan teknologi. Digital 
manufacturing dan Industry 4.0 tidak berarti manufaktur akan kehilangan semua pekerjaan; struktur 
pekerjaan bergeser menuju technician, programmer, quality specialist, maintenance, dan process 
engineer. 

Sektor jasa modern juga berpotensi besar. Business process services, software, creative industries, 
health services, education technology, tourism berkualitas, dan professional services dapat menyerap 
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lulusan terdidik. Namun jasa modern membutuhkan bahasa, komunikasi, digital literacy, dan standar 
layanan tinggi. 

Penciptaan kerja yang berhasil harus dinilai dari productivity-adjusted employment: bukan hanya 
berapa pekerjaan tercipta, tetapi nilai tambah, upah, peluang belajar, dan stabilitasnya. Dengan 
demikian, kebijakan investasi perlu memasukkan indikator employment quality selain nilai investasi dan 
jumlah proyek. 

Kualitas FDI perlu dinilai dari learning externalities. Investasi yang membangun supplier lokal, melatih 
pekerja, dan menciptakan spillover teknologi memberikan manfaat lebih besar daripada investasi 
enclave. Kebijakan insentif sebaiknya memberi bobot pada indikator tersebut. 

Green transition juga menghasilkan pekerjaan yang hilang pada sektor karbon intensif. Just transition 
perlu memetakan komunitas yang tergantung pada industri tertentu dan menyediakan reskilling, 
diversifikasi ekonomi, serta perlindungan pendapatan. Tanpa itu, transisi hijau dapat menghadapi 
resistensi sosial. 

Ekspor jasa digital membuka peluang karena tidak membutuhkan pengiriman fisik. Namun untuk 
bersaing global, Indonesia memerlukan bahasa Inggris, reliability, cybersecurity, intellectual property 
protection, dan standar profesional. 

Dari sudut kebijakan publik, tema industrialisasi, ekonomi hijau, dan penciptaan pekerjaan produktif 
sebaiknya diperlakukan sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. 
Intervensi perlu dimulai dari diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan 
instrumen, penetapan indikator outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini 
mencegah kecenderungan mengukur keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. 
Dalam konteks bonus demografi, outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia 
menghasilkan nilai tambah, memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang 
siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, industrialisasi, ekonomi hijau, dan penciptaan pekerjaan produktif 
menuntut koordinasi lintas fungsi. Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat 
bekerja sendiri-sendiri karena perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi 
teknologi memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi 
model biaya. Organisasi yang mampu mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap 
memanfaatkan tenaga kerja muda sekaligus menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic 
readiness harus menjadi bagian dari corporate strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani industrialisasi, ekonomi hijau, dan penciptaan pekerjaan 
produktif memiliki efek kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau 
pekerjaan berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun 
kemudian. Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 
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12. Urbanisasi, Mobilitas, dan Ketimpangan Wilayah 
Bonus demografi Indonesia tersebar tidak merata. Jawa memiliki konsentrasi penduduk dan aktivitas 
ekonomi yang sangat besar, sementara daerah lain memiliki struktur umur, kepadatan, dan kesempatan 
kerja berbeda. SUPAS 2025 menunjukkan lebih dari separuh penduduk Indonesia berada di Jawa. 
Konsentrasi ini menciptakan economies of agglomeration tetapi juga menimbulkan kemacetan, biaya 
perumahan, tekanan infrastruktur, dan kompetisi kerja. 

Urbanisasi biasanya meningkatkan produktivitas karena pekerja dan perusahaan lebih mudah bertemu, 
pengetahuan menyebar, dan pasar menjadi lebih besar. Namun manfaat tersebut bergantung pada 
kualitas kota. Kota yang macet, mahal, dan terfragmentasi dapat mengurangi productivity premium 
urbanisasi. Kebijakan transportasi publik, perumahan terjangkau, dan tata ruang merupakan kebijakan 
pasar kerja karena memengaruhi akses pekerja terhadap pekerjaan. 

Mobilitas antarwilayah dapat membantu menyeimbangkan supply dan demand tenaga kerja, tetapi 
membutuhkan informasi. Banyak pekerja migran bergerak berdasarkan jaringan keluarga, bukan 
informasi pasar kerja formal. Portal kerja nasional yang terintegrasi dengan data sertifikasi, kebutuhan 
perusahaan, dan fasilitas relokasi dapat memperbaiki matching antarwilayah. 

Pembangunan pusat pertumbuhan di luar Jawa penting, tetapi harus berbasis economic cluster yang 
realistis. Tidak setiap daerah perlu mengembangkan semua sektor. Daerah dapat membangun 
spesialisasi berdasarkan sumber daya, institusi pendidikan, infrastruktur, dan akses pasar. Universitas 
daerah harus menjadi anchor institution yang membantu membangun cluster lokal melalui riset terapan 
dan pengembangan talenta. 

Ketimpangan digital juga berpengaruh. Remote work berpotensi mengurangi konsentrasi geografis 
pekerjaan tertentu, tetapi hanya jika konektivitas, listrik, dan keterampilan memadai. Kota-kota 
sekunder dapat menjadi hub talenta digital jika kualitas hidup, broadband, dan ekosistem profesional 
berkembang. 

Strategi bonus demografi karena itu harus memiliki dimensi place-based policy. Agenda nasional 
menentukan standar dan insentif, sedangkan daerah mengembangkan paket kebijakan sesuai struktur 
demografi dan ekonomi lokal. 

Perumahan adalah elemen mobilitas tenaga kerja. Jika pekerja berpendapatan menengah-rendah harus 
tinggal sangat jauh dari pusat pekerjaan, waktu perjalanan mengurangi produktivitas dan kualitas hidup. 
Transit-oriented affordable housing dapat meningkatkan labor market accessibility. 

Kota sekunder dapat menyerap pertumbuhan jika memiliki universitas, rumah sakit, konektivitas, dan 
ekosistem bisnis. Kebijakan tidak perlu memindahkan semua aktivitas dari kota besar, tetapi 
membangun jaringan kota yang saling melengkapi. 

Program pelatihan daerah harus dihubungkan dengan demand lokal. Melatih keterampilan yang populer 
secara nasional tetapi tidak memiliki pasar lokal dapat memicu pengangguran atau migrasi paksa. 

Dari sudut kebijakan publik, tema urbanisasi, mobilitas, dan ketimpangan wilayah sebaiknya 
diperlakukan sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi 
perlu dimulai dari diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, 
penetapan indikator outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah 
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kecenderungan mengukur keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam 
konteks bonus demografi, outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia 
menghasilkan nilai tambah, memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang 
siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, urbanisasi, mobilitas, dan ketimpangan wilayah menuntut koordinasi lintas 
fungsi. Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri karena 
perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi memengaruhi kebutuhan 
tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. Organisasi yang mampu 
mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga kerja muda sekaligus 
menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi bagian dari corporate 
strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani urbanisasi, mobilitas, dan ketimpangan wilayah memiliki 
efek kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau pekerjaan 
berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun kemudian. 
Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

13. Upah, Kelas Menengah, dan Daya Beli 
Bonus demografi tidak cukup menghasilkan banyak pekerjaan; pekerjaan harus mendukung 
pembentukan kelas menengah yang stabil. Kelas menengah menjadi penting karena memiliki kapasitas 
konsumsi, tabungan, pendidikan anak, investasi, dan partisipasi ekonomi yang mendorong 
pertumbuhan jangka panjang. Jika sebagian besar pekerja hidup sedikit di atas garis kerentanan, 
guncangan kecil dapat mendorong mereka turun kembali. 

Hubungan antara upah dan produktivitas menjadi pusat persoalan. Upah yang terlalu rendah 
melemahkan daya beli dan insentif peningkatan skill. Namun kenaikan upah yang tidak didukung 
produktivitas dapat mendorong perusahaan mengurangi perekrutan atau mengganti tenaga kerja 
dengan otomasi. Solusi bukan memilih salah satu, melainkan membangun productivity-wage compact: 
kebijakan yang secara simultan meningkatkan kemampuan pekerja dan kapasitas perusahaan. 

Perusahaan dapat menggunakan gain-sharing, profit-sharing, atau bonus produktivitas agar pekerja ikut 
menikmati hasil efisiensi. Ini penting dalam era AI, ketika teknologi dapat meningkatkan output dengan 
tenaga kerja yang sama. Jika seluruh surplus hanya masuk ke pemilik modal, ketimpangan meningkat 
dan dukungan sosial terhadap teknologi melemah. 

Perlindungan terhadap pendapatan juga berhubungan dengan mobilitas kerja. Pekerja enggan 
berpindah atau mengambil pelatihan jika kehilangan seluruh pendapatan dan manfaat. Unemployment 
insurance, jaminan kehilangan pekerjaan, dan portable benefits dapat mengurangi risiko transisi. 
Desainnya harus mendorong pencarian kerja aktif dan reskilling, bukan menciptakan ketergantungan. 

Pembentukan kelas menengah juga memerlukan biaya hidup yang terkendali, terutama perumahan, 
transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan upah tidak dapat bekerja sendiri jika biaya 
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kebutuhan dasar naik lebih cepat. Karena itu, masa depan tenaga kerja perlu dihubungkan dengan 
kebijakan perkotaan dan layanan publik. 

Bonus demografi yang berhasil pada akhirnya akan terlihat pada household balance sheet: pekerja 
memiliki tabungan, aset, perlindungan risiko, dan kapasitas investasi pada anak. Di sinilah dividen 
demografi pertama bertransformasi menjadi dividen kedua. 

Kenaikan produktivitas yang inklusif memerlukan bargaining institutions dan transparency. Informasi 
rentang upah membantu pekerja menilai nilai pasar keterampilan dan mengurangi information 
asymmetry. Salary transparency dapat dilakukan bertahap sesuai konteks industri. 

Employee ownership atau skema kepemilikan saham dapat menjadi instrumen berbagi keuntungan 
jangka panjang, meskipun harus didesain agar pekerja tidak menanggung terlalu banyak risiko pada satu 
perusahaan. Diversifikasi tetap penting. 

Kelas menengah yang kuat juga membutuhkan akses perumahan dan pendidikan berkualitas tanpa 
utang berlebihan. Jika sebagian besar kenaikan upah terserap biaya aset, demographic dividend tidak 
terakumulasi menjadi kekayaan rumah tangga. 

Dari sudut kebijakan publik, tema upah, kelas menengah, dan daya beli sebaiknya diperlakukan sebagai 
bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi perlu dimulai dari 
diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, penetapan indikator 
outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah kecenderungan mengukur 
keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam konteks bonus demografi, 
outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia menghasilkan nilai tambah, 
memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, upah, kelas menengah, dan daya beli menuntut koordinasi lintas fungsi. 
Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri karena 
perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi memengaruhi kebutuhan 
tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. Organisasi yang mampu 
mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga kerja muda sekaligus 
menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi bagian dari corporate 
strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani upah, kelas menengah, dan daya beli memiliki efek 
kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau pekerjaan 
berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun kemudian. 
Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

14. Kesehatan, Stunting, dan Produktivitas Sepanjang Hayat 
Human capital dibentuk jauh sebelum seseorang memasuki pasar kerja. Kesehatan ibu, gizi anak, 
stimulasi dini, dan kualitas lingkungan menentukan kapasitas kognitif dan fisik yang akan memengaruhi 
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produktivitas puluhan tahun kemudian. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan sebenarnya dimulai sejak 
seribu hari pertama kehidupan. 

Stunting dan malnutrisi memiliki konsekuensi ekonomi jangka panjang melalui pencapaian pendidikan, 
kesehatan, dan pendapatan. Intervensi gizi bukan sekadar program sosial, melainkan investasi pada 
future labor productivity. Demikian pula sanitasi, imunisasi, dan pencegahan penyakit membantu 
mengurangi kehilangan hari kerja dan biaya kesehatan. 

Pada usia kerja, kesehatan mental menjadi semakin penting. Tekanan pekerjaan, ketidakpastian 
kontrak, urban stress, dan perubahan teknologi dapat meningkatkan burnout. Perusahaan perlu 
mengembangkan occupational health yang mencakup kesehatan mental, ergonomi, dan pencegahan 
penyakit kronis. Tenaga kerja yang hidup lebih lama juga memerlukan strategi healthy ageing agar dapat 
tetap produktif lebih lama. 

Perubahan struktur umur akan meningkatkan prevalensi penyakit tidak menular. Jika diabetes, 
hipertensi, dan penyakit kardiovaskular tidak dikendalikan, biaya kesehatan dan kehilangan 
produktivitas meningkat tepat ketika rasio ketergantungan mulai naik. Pencegahan penyakit kronis 
karena itu memiliki dimensi fiskal dan demografi. 

Perusahaan dapat memainkan peran melalui program wellness berbasis evidence, pemeriksaan 
kesehatan, desain kerja yang sehat, dan insentif aktivitas fisik. Namun kebijakan perusahaan harus 
dilengkapi lingkungan kota yang mendukung kesehatan, seperti transportasi aktif dan ruang publik. 

Bonus demografi yang berkualitas berarti bukan hanya banyak orang berada pada usia kerja, tetapi 
mereka memiliki healthy life expectancy yang panjang dan mampu bekerja produktif tanpa menanggung 
beban penyakit yang dapat dicegah. 

Human capital accounting seharusnya mengakui kesehatan sebagai aset produktif. Kehilangan hari 
kerja karena penyakit, presenteeism, dan early retirement memiliki biaya ekonomi yang dapat dihitung. 
Hal ini membantu perusahaan dan pemerintah menilai return program kesehatan. 

Perubahan iklim memperbesar risiko kesehatan kerja melalui panas ekstrem, penyakit, dan bencana. 
Occupational safety harus beradaptasi dengan heat stress terutama pada pekerja luar ruang. Ini 
menghubungkan climate policy dengan labor productivity. 

Healthy ageing membutuhkan pencegahan sejak usia 30-40 tahun. Program kesehatan baru ketika 
seseorang memasuki usia lanjut terlalu terlambat untuk banyak penyakit kronis. 

Dari sudut kebijakan publik, tema kesehatan, stunting, dan produktivitas sepanjang hayat sebaiknya 
diperlakukan sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi 
perlu dimulai dari diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, 
penetapan indikator outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah 
kecenderungan mengukur keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam 
konteks bonus demografi, outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia 
menghasilkan nilai tambah, memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang 
siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, kesehatan, stunting, dan produktivitas sepanjang hayat menuntut 
koordinasi lintas fungsi. Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja 
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sendiri-sendiri karena perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi 
memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. 
Organisasi yang mampu mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga 
kerja muda sekaligus menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi 
bagian dari corporate strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani kesehatan, stunting, dan produktivitas sepanjang hayat 
memiliki efek kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau 
pekerjaan berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun 
kemudian. Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

15. Menuju Masyarakat Menua: Dari Bonus ke Tantangan Ageing 
Setiap bonus demografi berakhir. Ketika fertilitas turun dan harapan hidup meningkat, proporsi lanjut 
usia bertambah. Perubahan ini bukan alasan untuk pesimisme, tetapi menuntut persiapan sejak dini. 
Negara yang menjadi kaya sebelum menua memiliki ruang fiskal lebih besar; negara yang menua 
sebelum cukup produktif menghadapi pilihan lebih sulit. 

Indonesia perlu membangun retirement readiness sejak angkatan kerja saat ini masih muda. 
Kepesertaan program pensiun dan jaminan hari tua harus diperluas, terutama kepada pekerja informal. 
Model kontribusi fleksibel, auto-enrollment, dan insentif tabungan dapat membantu. Literasi finansial 
harus mengajarkan compound interest dan risiko longevity, bukan hanya produk keuangan. 

Usia pensiun juga perlu dipandang lebih fleksibel. Banyak pekerjaan memungkinkan pekerja 
berpengalaman tetap berkontribusi melalui part-time work, mentoring, konsultasi, atau 
entrepreneurship. Age-friendly workplace dapat mempertahankan pengetahuan organisasi dan 
mengurangi tekanan fiskal. 

Silver economy menciptakan peluang bisnis baru dalam kesehatan, perawatan, teknologi asistif, 
perumahan, rekreasi, dan jasa keuangan. Dengan demikian, ageing bukan hanya biaya, tetapi juga 
sumber permintaan dan inovasi. Namun sektor long-term care perlu dibangun karena beban perawatan 
tidak dapat seluruhnya ditanggung keluarga. 

Intergenerational compact menjadi penting. Generasi muda membutuhkan pekerjaan dan perumahan, 
sementara generasi tua membutuhkan pensiun dan perawatan. Kebijakan yang terlalu berat ke salah 
satu kelompok dapat menimbulkan ketegangan. Sistem fiskal harus adil antar generasi dengan 
mengutamakan investasi yang meningkatkan produktivitas jangka panjang. 

Keberhasilan bonus demografi seharusnya dinilai pada saat generasi bonus memasuki usia tua. Jika 
mereka menua dalam keadaan sehat, memiliki aset, dan tetap mandiri, bonus telah dikelola dengan 
baik. Jika mereka menua dalam kemiskinan dan bergantung penuh pada keluarga atau negara, bonus 
hanya ditunda menjadi beban. 
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Long-term care workforce sendiri akan menjadi sumber kebutuhan tenaga kerja besar. Indonesia dapat 
mempersiapkan caregiver profesional, perawat geriatri, physiotherapist, dan teknologi assistive. 
Standar kompetensi dan karier perlu dibangun sejak sekarang. 

Desain kota juga perlu menjadi age-friendly. Transportasi, trotoar, layanan kesehatan primer, dan 
perumahan menentukan apakah lansia dapat tetap mandiri. Kemandirian lansia mengurangi beban 
keluarga usia produktif. 

Pensiun bertahap dapat membantu knowledge transfer. Pekerja senior dapat mengurangi jam kerja 
sambil mentor generasi muda, sehingga organisasi tidak kehilangan tacit knowledge secara mendadak. 

Dari sudut kebijakan publik, tema menuju masyarakat menua: dari bonus ke tantangan ageing 
sebaiknya diperlakukan sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. 
Intervensi perlu dimulai dari diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan 
instrumen, penetapan indikator outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini 
mencegah kecenderungan mengukur keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. 
Dalam konteks bonus demografi, outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia 
menghasilkan nilai tambah, memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang 
siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, menuju masyarakat menua: dari bonus ke tantangan ageing menuntut 
koordinasi lintas fungsi. Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja 
sendiri-sendiri karena perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi 
memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. 
Organisasi yang mampu mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga 
kerja muda sekaligus menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi 
bagian dari corporate strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani menuju masyarakat menua: dari bonus ke tantangan ageing 
memiliki efek kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau 
pekerjaan berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun 
kemudian. Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

16. Peran Dunia Usaha dan Manajemen SDM 
Perusahaan berada di garis depan konversi human capital menjadi produktivitas. Strategi SDM 
tradisional yang berfokus pada rekrutmen dan administrasi tidak cukup. Organisasi perlu membangun 
talent architecture: perencanaan keterampilan masa depan, internal mobility, reskilling, leadership 
pipeline, dan penggunaan data untuk memetakan kompetensi. 

Workforce planning harus berbasis scenario. Perusahaan perlu mengidentifikasi tugas yang akan 
diotomasi, tugas yang akan diperkuat AI, dan kompetensi baru yang muncul. Tujuannya bukan sekadar 
mengurangi tenaga kerja, melainkan merancang ulang pekerjaan agar manusia berfokus pada aktivitas 
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bernilai tinggi. Pendekatan job redesign lebih produktif daripada pendekatan headcount reduction 
semata. 

Internal talent marketplace dapat mempertemukan karyawan dengan proyek, mentor, dan posisi 
berdasarkan keterampilan, bukan hanya jabatan. Model ini membantu pekerja membangun portofolio 
pengalaman dan mengurangi turnover. Data skill ontology perlu diperbarui secara berkala karena nama 
jabatan sering tidak mencerminkan kompetensi sebenarnya. 

Perusahaan juga harus membangun learning culture. Pelatihan satu kali tidak memadai. Pembelajaran 
perlu embedded dalam pekerjaan melalui coaching, stretch assignment, komunitas praktik, dan akses 
microlearning. Manajer lini memiliki peran besar karena mereka menentukan apakah pekerja diberi 
kesempatan belajar atau hanya dikejar target jangka pendek. 

Responsible AI dalam HR menjadi isu penting. Algoritme untuk screening CV, penilaian kinerja, atau 
promosi harus diaudit terhadap bias. Keputusan berisiko tinggi harus memiliki human oversight dan 
mekanisme banding. Kepercayaan pekerja merupakan modal sosial yang menentukan keberhasilan 
transformasi digital. 

Secara makro, perusahaan yang berinvestasi pada pekerja membantu negara memetik bonus 
demografi. Kebijakan publik dapat mendorong training levy, tax deduction, apprenticeship subsidy, atau 
co-financing untuk memperkecil underinvestment dalam pelatihan. 

People analytics perlu digunakan untuk pengembangan, bukan hanya kontrol. Data dapat 
mengidentifikasi skill gap dan peluang mobilitas, tetapi surveillance berlebihan merusak trust. Prinsip 
proportionality dan purpose limitation perlu diterapkan. 

Manajer perlu dilatih mengelola tim multigenerasi. Generasi muda membawa digital fluency dan 
ekspektasi berbeda, sementara pekerja senior membawa pengalaman. Reverse mentoring dapat 
mempertemukan kedua sumber pengetahuan. 

KPI pembelajaran sebaiknya tidak hanya menghitung jam training. Indikator yang lebih bermakna adalah 
skill acquisition, internal mobility, promotion, dan productivity improvement setelah pelatihan. 

Dari sudut kebijakan publik, tema peran dunia usaha dan manajemen sdm sebaiknya diperlakukan 
sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi perlu dimulai dari 
diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, penetapan indikator 
outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah kecenderungan mengukur 
keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam konteks bonus demografi, 
outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia menghasilkan nilai tambah, 
memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, peran dunia usaha dan manajemen sdm menuntut koordinasi lintas fungsi. 
Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri karena 
perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi memengaruhi kebutuhan 
tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. Organisasi yang mampu 
mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga kerja muda sekaligus 
menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi bagian dari corporate 
strategy dan public-sector strategy. 
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Dari perspektif risiko, kegagalan menangani peran dunia usaha dan manajemen sdm memiliki efek 
kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau pekerjaan 
berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun kemudian. 
Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

17. Peran Pemerintah: Dari Program Terpisah ke Sistem Tenaga Kerja 
Tantangan tenaga kerja sering ditangani melalui program yang terfragmentasi: pelatihan di satu 
kementerian, data lowongan di lembaga lain, pendidikan vokasi di kementerian lain, dan perlindungan 
sosial pada institusi berbeda. Bonus demografi membutuhkan systems approach yang menghubungkan 
seluruh siklus dari pendidikan, pencarian kerja, pekerjaan, reskilling, kehilangan kerja, hingga pensiun. 

Labor market information system menjadi infrastruktur utama. Sistem tersebut harus menggabungkan 
data Sakernas, data pendidikan, lowongan, sertifikasi, upah, dan program pelatihan sambil menjaga 
privasi. Dengan data longitudinal, pemerintah dapat menilai program mana yang benar-benar 
meningkatkan probabilitas kerja dan upah, bukan hanya berapa peserta yang dilatih. 

Active labor market policy perlu lebih targeted. Pelatihan harus diarahkan pada kelompok dan pekerjaan 
dengan return tertinggi. Voucher pelatihan dapat memberi pilihan kepada pekerja, tetapi provider harus 
dievaluasi berdasarkan outcome. Program yang tidak meningkatkan employment atau earnings harus 
diperbaiki atau dihentikan. 

Kebijakan investasi juga harus terhubung dengan workforce development. Sebelum proyek besar 
dimulai, pemerintah daerah, perusahaan, dan institusi pendidikan dapat membuat skills compact yang 
memetakan kebutuhan tiga hingga lima tahun, sehingga tenaga kerja lokal dipersiapkan sebelum 
rekrutmen dimulai. 

Regulasi pasar kerja perlu menyeimbangkan fleksibilitas dan keamanan. Terlalu kaku dapat 
menghambat perekrutan, tetapi terlalu fleksibel dapat memindahkan seluruh risiko kepada pekerja. 
Konsep flexicurity menawarkan kombinasi mobilitas kerja dengan jaminan pendapatan, pelatihan, dan 
layanan penempatan. 

Yang terpenting, koordinasi harus memiliki accountability. Pemerintah perlu menetapkan outcome 
nasional: penurunan youth unemployment, penurunan NEET, kenaikan formal employment, kenaikan 
female LFPR, produktivitas, dan coverage jaminan sosial. Target harus dipantau terbuka agar kebijakan 
tidak berhenti pada jumlah program. 

Interoperabilitas data adalah tantangan governance. Integrasi data harus mengikuti prinsip privacy by 
design, akses berbasis kewenangan, dan audit. Kepercayaan publik penting karena sistem tenaga kerja 
akan memuat informasi sensitif. 

Eksperimen kebijakan dapat dilakukan melalui pilot dan randomized atau quasi-experimental 
evaluation. Program pelatihan besar sebaiknya dibangun setelah bukti efektivitas awal, bukan hanya 
karena popularitas politik. 
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Pemerintah daerah perlu memiliki kapasitas analitik. Desentralisasi tanpa data dan kemampuan 
perencanaan dapat menghasilkan program yang tidak sesuai kebutuhan lokal. 

Dari sudut kebijakan publik, tema peran pemerintah: dari program terpisah ke sistem tenaga kerja 
sebaiknya diperlakukan sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. 
Intervensi perlu dimulai dari diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan 
instrumen, penetapan indikator outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini 
mencegah kecenderungan mengukur keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. 
Dalam konteks bonus demografi, outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia 
menghasilkan nilai tambah, memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang 
siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, peran pemerintah: dari program terpisah ke sistem tenaga kerja menuntut 
koordinasi lintas fungsi. Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja 
sendiri-sendiri karena perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi 
memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. 
Organisasi yang mampu mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga 
kerja muda sekaligus menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi 
bagian dari corporate strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani peran pemerintah: dari program terpisah ke sistem tenaga 
kerja memiliki efek kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau 
pekerjaan berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun 
kemudian. Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

18. Strategi Reskilling Nasional untuk Era AI 
Reskilling menjadi kebijakan inti karena kompetensi yang diperlukan berubah lebih cepat daripada 
pergantian generasi. Indonesia tidak dapat hanya menunggu lulusan baru membawa keterampilan baru; 
mayoritas tenaga kerja 2035 sudah berada di pasar kerja hari ini. Karena itu, transformasi skill harus 
menyasar pekerja dewasa. 

Langkah pertama adalah membangun national skills taxonomy yang memetakan kompetensi lintas 
pekerjaan. Taksonomi harus kompatibel dengan data lowongan dan sistem pendidikan. Dengan 
demikian, pekerja dapat melihat skill gap menuju pekerjaan target. Misalnya, staf administrasi yang 
terpapar otomasi dapat bertransisi ke operations analyst melalui kombinasi spreadsheet advanced, 
data visualization, process mapping, dan AI-assisted reporting. 

Langkah kedua adalah memperkuat modular learning. Kursus pendek harus dapat ditumpuk menjadi 
sertifikasi yang lebih tinggi. Recognition of prior learning penting agar pengalaman kerja tidak diabaikan. 
Universitas dan politeknik perlu menyediakan program malam, hybrid, atau online untuk pekerja tanpa 
memaksa mereka meninggalkan pekerjaan. 
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Langkah ketiga adalah co-financing. Perusahaan, pekerja, dan pemerintah sama-sama memperoleh 
manfaat dari peningkatan skill sehingga biaya dapat dibagi. Individual learning account dapat menjadi 
instrumen jangka panjang, dengan kontribusi yang digunakan pekerja sepanjang karier. 

Langkah keempat adalah outcome-based accreditation. Provider pelatihan dinilai dari completion, 
assessment competence, placement, dan wage progression. Transparansi outcome membantu peserta 
memilih program yang bernilai. Sistem ini juga mengurangi moral hazard lembaga pelatihan yang hanya 
mengejar jumlah peserta. 

Terakhir, reskilling harus inklusif. Pekerja berpendidikan rendah, perempuan yang kembali bekerja, 
penyandang disabilitas, dan pekerja daerah terpencil memerlukan desain akses yang berbeda. Jika 
program hanya dimanfaatkan oleh pekerja yang sudah berpendidikan tinggi, ketimpangan skill akan 
semakin lebar. 

Skill passport digital dapat menyimpan sertifikasi terverifikasi dan pengalaman proyek. Dengan standar 
interoperabel, pekerja membawa bukti kompetensi lintas perusahaan dan wilayah. Namun kontrol data 
harus tetap berada pada individu. 

Training juga harus mempertimbangkan waktu. Pekerja berpendapatan rendah sering tidak dapat 
mengikuti kursus panjang meski gratis karena kehilangan pendapatan. Stipend atau paid training leave 
dapat meningkatkan partisipasi. 

Reskilling bukan hanya technical skill. Perubahan karier memerlukan identity transition, confidence, 
dan social network. Career coaching dan peer community membantu mengurangi psychological cost 
transisi. 

Dari sudut kebijakan publik, tema strategi reskilling nasional untuk era ai sebaiknya diperlakukan 
sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi perlu dimulai dari 
diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, penetapan indikator 
outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah kecenderungan mengukur 
keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam konteks bonus demografi, 
outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia menghasilkan nilai tambah, 
memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, strategi reskilling nasional untuk era ai menuntut koordinasi lintas fungsi. 
Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri karena 
perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi memengaruhi kebutuhan 
tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. Organisasi yang mampu 
mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga kerja muda sekaligus 
menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi bagian dari corporate 
strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani strategi reskilling nasional untuk era ai memiliki efek 
kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau pekerjaan 
berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun kemudian. 
Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
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menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

19. Tiga Skenario Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia 2035 
Untuk memahami ketidakpastian, masa depan tenaga kerja dapat dibaca melalui tiga skenario. 
Skenario pertama adalah Demographic Dividend Accelerated. Dalam skenario ini, reformasi pendidikan 
meningkatkan learning outcomes, investasi menciptakan pekerjaan produktif, adopsi AI bersifat 
komplementer, dan partisipasi perempuan naik. Produktivitas serta upah riil meningkat. Indonesia 
memanfaatkan periode 2020-an untuk membangun tabungan dan perlindungan sosial sebelum ageing 
menguat. 

Skenario kedua adalah Demographic Plateau. Indonesia menciptakan cukup pekerjaan untuk menahan 
pengangguran, tetapi sebagian besar pekerjaan tetap berproduktivitas menengah-rendah. Mismatch 
dan informalitas berkurang perlahan, sementara AI hanya diadopsi oleh perusahaan besar. 
Pertumbuhan tetap stabil namun tidak cukup cepat untuk menghasilkan lompatan pendapatan per 
kapita. Bonus demografi tidak hilang, tetapi return-nya moderat. 

Skenario ketiga adalah Demographic Burden. Penciptaan pekerjaan formal tertinggal, pengangguran 
pemuda tinggi, dan lulusan terdidik menerima pekerjaan di bawah kualifikasi. AI menggantikan tugas 
rutin tanpa reskilling memadai. Ketimpangan wilayah dan pendapatan meningkat, sementara generasi 
bonus mulai menua tanpa aset dan jaminan sosial cukup. Negara menghadapi tekanan fiskal sebelum 
mencapai produktivitas tinggi. 

Ketiga skenario tersebut bukan ramalan, melainkan alat manajemen strategis. Tujuannya adalah 
mengidentifikasi leading indicators. Jika youth unemployment, NEET, dan mismatch meningkat 
sementara produktivitas stagnan, sistem bergerak menuju skenario beban. Jika female LFPR, formal 
employment, real wage, training participation, dan productivity meningkat, sistem bergerak menuju 
dividen dipercepat. 

Scenario planning juga membantu pemerintah menghindari linear thinking. Teknologi, geopolitik, 
perubahan iklim, dan migrasi dapat mengubah permintaan tenaga kerja. Kebijakan perlu memiliki trigger 
untuk menyesuaikan program ketika indikator berubah. 

Pada 2035, perdebatan tentang bonus demografi kemungkinan bergeser menuju ageing. Keputusan 
2026-2030 karena itu memiliki leverage sangat besar. Periode ini adalah waktu untuk mengubah struktur 
umur menjadi kapabilitas yang bertahan setelah struktur umur tidak lagi menguntungkan. 

Setiap skenario harus diuji terhadap shock: resesi global, konflik geopolitik, bencana iklim, atau 
lompatan AI. Sistem yang resilient memiliki automatic stabilizers, diversifikasi industri, dan kemampuan 
reskilling cepat. 

Leading indicator lebih berguna daripada lagging indicator untuk manajemen. TPT sering bergerak 
setelah masalah terjadi, sedangkan vacancy duration, skill shortage, training enrollment, dan youth job-
search duration dapat memberikan sinyal lebih dini. 

Skenario juga perlu disusun pada tingkat daerah karena Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, 
Papua, dan Nusa Tenggara menghadapi kombinasi demografi dan industri berbeda. 
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Dari sudut kebijakan publik, tema tiga skenario masa depan tenaga kerja indonesia 2035 sebaiknya 
diperlakukan sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi 
perlu dimulai dari diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, 
penetapan indikator outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah 
kecenderungan mengukur keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam 
konteks bonus demografi, outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia 
menghasilkan nilai tambah, memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang 
siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, tiga skenario masa depan tenaga kerja indonesia 2035 menuntut koordinasi 
lintas fungsi. Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri 
karena perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi memengaruhi 
kebutuhan tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. Organisasi 
yang mampu mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga kerja muda 
sekaligus menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi bagian dari 
corporate strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani tiga skenario masa depan tenaga kerja indonesia 2035 
memiliki efek kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau 
pekerjaan berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun 
kemudian. Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

20. Agenda Kebijakan Prioritas 2026-2035 
Agenda pertama adalah revolusi mutu pembelajaran. Fokus harus bergeser dari enrollment menuju 
mastery. Literasi, numerasi, sains, digital literacy, komunikasi, dan problem solving menjadi baseline. 
Evaluasi sekolah dan perguruan tinggi perlu memperhatikan outcome jangka panjang, termasuk transisi 
ke pekerjaan. 

Agenda kedua adalah penciptaan pekerjaan produktif melalui transformasi industri. Investasi harus 
dikaitkan dengan transfer teknologi, supplier development, R&D, dan pengembangan skill lokal. Insentif 
sebaiknya mempertimbangkan kualitas pekerjaan, bukan hanya nilai modal. 

Agenda ketiga adalah reformasi transisi sekolah-ke-kerja. Apprenticeship berkualitas, internship 
berbayar, career service, labor market information, dan graduate tracking perlu menjadi infrastruktur 
nasional. Pemuda harus memperoleh pengalaman kerja pertama lebih cepat agar efek scarring dapat 
dikurangi. 

Agenda keempat adalah lifelong learning dan reskilling. Pemerintah perlu membangun individual 
learning account, microcredentials, recognition of prior learning, dan sistem pembiayaan bersama 
dengan dunia usaha. AI literacy harus menjadi kompetensi umum lintas profesi, bukan hanya keahlian 
programmer. 
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Agenda kelima adalah peningkatan partisipasi perempuan melalui childcare, parental leave, keamanan, 
fleksibilitas, dan anti-diskriminasi. Kebijakan ini berpotensi memberikan tambahan supply tenaga kerja 
berkualitas sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga. 

Agenda keenam adalah formalisasi produktif. UMKM perlu dibantu naik kelas melalui digitalisasi, 
pembiayaan, management capability, standardisasi, dan akses pasar. Jaminan sosial harus portabel 
bagi pekerja platform dan pekerja dengan pendapatan tidak tetap. 

Agenda ketujuh adalah persiapan ageing. Sistem pensiun, healthy ageing, long-term care, dan silver 
economy perlu dibangun sebelum tekanan demografi meningkat. Pengalaman negara lain menunjukkan 
reformasi jauh lebih mudah ketika proporsi usia kerja masih besar. 

Agenda kedelapan adalah governance berbasis data. Pemerintah perlu dashboard tenaga kerja nasional 
dengan target dan evaluasi program. Setiap rupiah untuk pelatihan harus dapat ditelusuri dampaknya 
terhadap skill, employment, dan wage progression. 

Agenda kesembilan adalah kemitraan pendidikan-industri-daerah. Tidak ada satu institusi yang dapat 
menyelesaikan masalah skill sendirian. Regional skills council dapat mempertemukan pemerintah 
daerah, kampus, sekolah vokasi, asosiasi usaha, dan serikat pekerja untuk menyusun proyeksi 
kebutuhan kompetensi. 

Agenda kesepuluh adalah membangun budaya adaptasi. Bonus demografi merupakan proyek sosial 
besar yang membutuhkan mentalitas belajar, mobilitas, inovasi, dan kesiapan menghadapi perubahan. 
Pendidikan kewargaan ekonomi perlu menekankan bahwa karier masa depan bukan garis lurus, 
melainkan rangkaian transisi yang harus dikelola. 

Prioritas perlu dilengkapi sequencing. Keterampilan tidak banyak membantu jika pekerjaan tidak 
tercipta, dan investasi tidak menghasilkan spillover jika skill tidak tersedia. Karena itu, kebijakan harus 
dikemas dalam regional compacts yang mengatur investasi, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan 
sosial secara bersamaan. 

Pembiayaan juga harus sustainable. Program bonus demografi sebaiknya dipandang sebagai investasi 
dengan expected social return. Evaluasi cost-benefit membantu memprioritaskan intervensi yang paling 
efektif. 

Komunikasi publik harus menghindari jargon 'bonus' yang menimbulkan complacency. Pesan yang lebih 
tepat adalah window of opportunity with a deadline, sehingga mendorong sense of urgency tanpa 
fatalisme. 

Dari sudut kebijakan publik, tema agenda kebijakan prioritas 2026-2035 sebaiknya diperlakukan 
sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi perlu dimulai dari 
diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, penetapan indikator 
outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah kecenderungan mengukur 
keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam konteks bonus demografi, 
outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia menghasilkan nilai tambah, 
memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, agenda kebijakan prioritas 2026-2035 menuntut koordinasi lintas fungsi. 
Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri karena 
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perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi memengaruhi kebutuhan 
tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. Organisasi yang mampu 
mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga kerja muda sekaligus 
menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi bagian dari corporate 
strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani agenda kebijakan prioritas 2026-2035 memiliki efek 
kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau pekerjaan 
berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun kemudian. 
Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

21. Implikasi bagi Perguruan Tinggi dan Pendidikan Manajemen 
Perguruan tinggi memiliki posisi unik karena berada di antara ilmu pengetahuan, generasi muda, 
pemerintah, dan dunia usaha. Dalam menghadapi bonus demografi, universitas harus memperluas 
definisi keberhasilan. Kelulusan tepat waktu penting, tetapi tidak cukup. Institusi perlu mengukur 
employability, entrepreneurial capability, research relevance, dan kontribusi terhadap produktivitas 
wilayah. 

Pendidikan manajemen khususnya perlu berubah karena organisasi masa depan akan dipengaruhi AI, 
data, sustainability, dan workforce diversity. Mahasiswa manajemen perlu mempelajari strategic 
workforce planning, people analytics, digital governance, responsible AI, change management, dan 
organizational resilience. Teori klasik tetap relevan sebagai fondasi, tetapi harus dihubungkan dengan 
konteks teknologi baru. 

Metode pembelajaran perlu lebih experiential. Case method, consulting project, simulation, design 
thinking, dan data-driven assignment membantu mahasiswa belajar membuat keputusan di bawah 
ketidakpastian. AI dapat digunakan sebagai cognitive partner, tetapi mahasiswa harus tetap mampu 
memverifikasi sumber, membangun argumen, dan mempertanggungjawabkan keputusan. 

Universitas juga perlu menjadi pusat reskilling pekerja dewasa. Program S2 dan pendidikan eksekutif 
dapat dibuat modular agar pekerja mengambil kompetensi tertentu tanpa selalu mengikuti gelar 
panjang. Microcredential dari universitas memiliki nilai jika assessment-nya ketat dan terhubung 
dengan kebutuhan profesi. 

Dosen berperan sebagai knowledge curator dan mentor, bukan hanya penyampai informasi. Ketika 
informasi tersedia melalui AI, nilai tambah dosen terletak pada kemampuan membangun pertanyaan, 
memberikan konteks, melatih reasoning, dan mengembangkan integritas akademik. Ini juga merupakan 
bentuk adaptasi profesi terhadap bonus demografi digital. 

Perguruan tinggi akhirnya perlu memiliki labor market observatory yang memonitor alumni dan 
kebutuhan industri. Data ini membantu institusi menghindari oversupply pada bidang tertentu dan 
membangun program baru pada area emerging. Dengan cara ini, kampus menjadi bagian aktif dari 
sistem tenaga kerja, bukan institusi yang terpisah dari ekonomi. 
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Perguruan tinggi dapat menggunakan advisory board industri, tetapi perlu juga melibatkan alumni muda 
yang memahami transisi kerja aktual. Mereka dapat memberi sinyal mengenai gap antara kurikulum dan 
pekerjaan pertama. 

AI literacy untuk mahasiswa manajemen harus mencakup kemampuan menyusun problem statement, 
memilih data, mengevaluasi output, dan memahami governance. Prompting saja terlalu sempit untuk 
disebut kompetensi profesional. 

Pembelajaran lintas disiplin dapat dikembangkan melalui studio proyek yang mempertemukan 
mahasiswa bisnis, teknik, desain, dan data. Dunia kerja nyata jarang membagi masalah sesuai fakultas. 

Dari sudut kebijakan publik, tema implikasi bagi perguruan tinggi dan pendidikan manajemen sebaiknya 
diperlakukan sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. Intervensi 
perlu dimulai dari diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan instrumen, 
penetapan indikator outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini mencegah 
kecenderungan mengukur keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. Dalam 
konteks bonus demografi, outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia 
menghasilkan nilai tambah, memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang 
siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, implikasi bagi perguruan tinggi dan pendidikan manajemen menuntut 
koordinasi lintas fungsi. Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja 
sendiri-sendiri karena perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi 
memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. 
Organisasi yang mampu mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga 
kerja muda sekaligus menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi 
bagian dari corporate strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani implikasi bagi perguruan tinggi dan pendidikan manajemen 
memiliki efek kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau 
pekerjaan berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun 
kemudian. Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

22. Kesimpulan: Menentukan Arah Sebelum Jendela Menyempit 
Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memanfaatkan struktur demografi yang relatif 
menguntungkan. Jumlah angkatan kerja yang besar merupakan aset strategis, tetapi juga menciptakan 
tuntutan penciptaan kerja dalam skala yang sangat besar. Data terbaru memperlihatkan stabilitas pasar 
kerja secara agregat, tetapi pengangguran pemuda, mismatch, informalitas, upah, produktivitas, dan 
ketimpangan wilayah tetap menjadi risiko yang dapat mengurangi dividen. 

Pertanyaan 'bonus atau beban' tidak memiliki jawaban yang ditentukan sebelumnya. Demografi bersifat 
enabling condition. Institusi yang menentukan apakah kondisi tersebut menghasilkan kemakmuran. 
Pendidikan yang berkualitas, industri yang produktif, pasar kerja yang adaptif, partisipasi perempuan, 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD — Bonus Demografi atau Beban Demografi? Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia 

 

37 

reskilling, dan perlindungan sosial merupakan mekanisme konversi dari jumlah penduduk menjadi 
kesejahteraan. 

AI dan otomasi menambah urgensi. Indonesia tidak dapat mengandalkan keunggulan tenaga kerja 
murah karena teknologi mengurangi pentingnya biaya tenaga kerja pada pekerjaan rutin. Keunggulan 
baru harus dibangun melalui skilled labor, agility, creativity, domain knowledge, dan kemampuan 
bekerja bersama AI. Dengan demikian, bonus demografi abad ke-21 berbeda dari bonus demografi era 
industrialisasi awal. 

Jendela peluang juga tidak permanen. TFR yang menurun dan rasio ketergantungan yang mulai naik 
menunjukkan bahwa Indonesia bergerak menuju fase ageing. Setiap tahun keterlambatan reformasi 
berarti semakin sedikit waktu untuk membangun produktivitas, tabungan, dan sistem perlindungan 
sebelum tekanan penduduk lanjut usia meningkat. 

Karena itu, agenda paling penting bukan mengejar satu indikator, melainkan membangun sistem yang 
memungkinkan setiap warga bergerak sepanjang life-cycle produktif: tumbuh sehat, belajar dengan 
baik, masuk kerja cepat, terus meningkatkan kompetensi, memperoleh pendapatan layak, menabung, 
dan menua secara aman. Jika rantai ini berfungsi, bonus demografi akan menjadi fondasi Indonesia 
berpendapatan tinggi. Jika rantai ini terputus, jumlah penduduk usia produktif yang besar dapat berubah 
menjadi tekanan sosial dan fiskal. 

Masa depan tenaga kerja Indonesia pada akhirnya adalah persoalan pilihan strategis. Demografi 
memberi momentum, tetapi manusia, organisasi, dan kebijakanlah yang menentukan arah. Indonesia 
tidak kekurangan tenaga kerja; tantangannya adalah memastikan tenaga kerja memiliki pekerjaan yang 
cukup produktif untuk mengubah momentum demografi menjadi kemajuan antargenerasi. 

Kriteria keberhasilan paling sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut: setiap kohor yang memasuki 
pasar kerja harus lebih sehat, lebih terampil, lebih produktif, dan memiliki perlindungan lebih baik 
daripada kohor sebelumnya. Jika tren ini terjadi selama dua dekade, ageing tidak harus menjadi krisis. 

Sebaliknya, jika pendidikan meningkat tetapi produktivitas dan upah tidak, maka credential expansion 
tidak berubah menjadi prosperity. Ini adalah peringatan agar kebijakan tidak berhenti pada input. 

Pada akhirnya, bonus demografi adalah ujian kapasitas kolektif. Ia menguji apakah negara dapat 
mengkoordinasikan jutaan keputusan keluarga, sekolah, perusahaan, pekerja, dan pemerintah menuju 
peningkatan produktivitas bersama. 

Dari sudut kebijakan publik, tema kesimpulan: menentukan arah sebelum jendela menyempit 
sebaiknya diperlakukan sebagai bagian dari rantai sebab-akibat, bukan program yang berdiri sendiri. 
Intervensi perlu dimulai dari diagnosis masalah, identifikasi kelompok yang terdampak, pemilihan 
instrumen, penetapan indikator outcome, dan evaluasi setelah implementasi. Pendekatan ini 
mencegah kecenderungan mengukur keberhasilan hanya dari anggaran terserap atau jumlah peserta. 
Dalam konteks bonus demografi, outcome akhir harus selalu dikaitkan dengan kemampuan manusia 
menghasilkan nilai tambah, memperoleh pendapatan, dan membangun keamanan ekonomi sepanjang 
siklus hidup. 

Dari perspektif manajemen, kesimpulan: menentukan arah sebelum jendela menyempit menuntut 
koordinasi lintas fungsi. Fungsi SDM, operasi, teknologi, keuangan, dan strategi tidak dapat bekerja 
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sendiri-sendiri karena perubahan kompetensi memengaruhi desain pekerjaan, investasi teknologi 
memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, dan perubahan struktur tenaga kerja memengaruhi model biaya. 
Organisasi yang mampu mengintegrasikan keputusan tersebut akan lebih siap memanfaatkan tenaga 
kerja muda sekaligus menghadapi ageing. Dengan kata lain, demographic readiness harus menjadi 
bagian dari corporate strategy dan public-sector strategy. 

Dari perspektif risiko, kegagalan menangani kesimpulan: menentukan arah sebelum jendela menyempit 
memiliki efek kumulatif. Satu tahun kehilangan pembelajaran, pengangguran awal karier, atau 
pekerjaan berproduktivitas rendah dapat memengaruhi pendapatan dan tabungan bertahun-tahun 
kemudian. Karena itu, kebijakan perlu menilai lifetime effect, bukan hanya efek tahunan. Prinsip ini 
menghubungkan agenda tenaga kerja saat ini dengan kesiapan pensiun dan keberlanjutan fiskal di masa 
depan. 

Kasus Naratif A: Lulusan Baru di Kota Industri 
Bayangkan seorang lulusan sarjana berusia 23 tahun di kawasan industri Jawa Barat. Ia memiliki gelar 
manajemen, terbiasa menggunakan media sosial, dan memahami aplikasi perkantoran, tetapi belum 
pernah mengelola proyek nyata. Ketika melamar pekerjaan, perusahaan meminta kemampuan data 
analysis, komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris, dan pengalaman kerja. Ia kemudian menerima 
pekerjaan administratif dengan persyaratan di bawah jenjang pendidikannya. Secara statistik ia 
'bekerja', tetapi dari perspektif bonus demografi terdapat underutilization human capital. Jika 
perusahaan menyediakan structured apprenticeship selama enam bulan, universitas memiliki career 
service yang kuat, dan microcredential analytics dapat diambil pada tahun terakhir kuliah, transisi 
tersebut dapat lebih cepat. Perbedaan beberapa bulan menuju pekerjaan produktif terlihat kecil pada 
individu, tetapi jika terjadi pada jutaan lulusan, efeknya pada output nasional sangat besar. 

Kasus tersebut menunjukkan bahwa bonus demografi bekerja melalui mekanisme mikro. Keputusan 
kurikulum, desain kerja, transportasi, childcare, pembiayaan, dan manajemen perusahaan secara 
kumulatif menentukan apakah seseorang berada pada pekerjaan bernilai tambah rendah atau tinggi. 
Kebijakan nasional harus mampu memengaruhi jutaan transisi mikro semacam ini. Keberhasilan tidak 
hanya berarti menyediakan program, melainkan mengurangi friksi yang dihadapi individu ketika 
berpindah dari belajar menuju bekerja, dari pekerjaan lama menuju pekerjaan baru, dan dari informal 
menuju formal. 

Kasus Naratif B: Pekerja Administrasi Menghadapi AI 
Seorang pekerja administrasi berusia 36 tahun telah bekerja lebih dari satu dekade. Banyak tugasnya 
berupa rekonsiliasi dokumen, penjadwalan, dan pembuatan laporan rutin. Ketika perusahaan 
mengadopsi AI dan workflow automation, sebagian tugas berkurang. Pendekatan lama mungkin melihat 
pekerja ini sebagai surplus headcount. Pendekatan demographic dividend melihatnya sebagai aset 
dengan domain knowledge yang dapat direkombinasi. Dengan pelatihan process mapping, data 
visualization, dan AI-assisted analysis, pekerja tersebut dapat menjadi operations analyst. Reskilling 
tidak menghapus seluruh risiko, tetapi memperbesar peluang agar teknologi meningkatkan 
produktivitas tanpa membuang human capital yang sudah dibangun. 
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Kasus tersebut menunjukkan bahwa bonus demografi bekerja melalui mekanisme mikro. Keputusan 
kurikulum, desain kerja, transportasi, childcare, pembiayaan, dan manajemen perusahaan secara 
kumulatif menentukan apakah seseorang berada pada pekerjaan bernilai tambah rendah atau tinggi. 
Kebijakan nasional harus mampu memengaruhi jutaan transisi mikro semacam ini. Keberhasilan tidak 
hanya berarti menyediakan program, melainkan mengurangi friksi yang dihadapi individu ketika 
berpindah dari belajar menuju bekerja, dari pekerjaan lama menuju pekerjaan baru, dan dari informal 
menuju formal. 

Kasus Naratif C: UMKM dan Formalisasi Produktif 
Sebuah usaha makanan keluarga mempekerjakan delapan orang secara informal. Pemilik tidak 
memiliki pembukuan terstruktur sehingga sulit mengakses kredit. Digitalisasi pembayaran menciptakan 
jejak transaksi, tetapi belum otomatis meningkatkan laba. Setelah memperoleh pelatihan costing, 
inventory control, food safety, dan pemasaran, usaha mampu masuk rantai pasok ritel lokal. 
Formalisasi menjadi menarik karena memberikan akses pasar dan pembiayaan. Contoh ini 
menunjukkan bahwa formalisasi paling efektif jika manfaat produktivitas mendahului beban 
administrasi. 

Kasus tersebut menunjukkan bahwa bonus demografi bekerja melalui mekanisme mikro. Keputusan 
kurikulum, desain kerja, transportasi, childcare, pembiayaan, dan manajemen perusahaan secara 
kumulatif menentukan apakah seseorang berada pada pekerjaan bernilai tambah rendah atau tinggi. 
Kebijakan nasional harus mampu memengaruhi jutaan transisi mikro semacam ini. Keberhasilan tidak 
hanya berarti menyediakan program, melainkan mengurangi friksi yang dihadapi individu ketika 
berpindah dari belajar menuju bekerja, dari pekerjaan lama menuju pekerjaan baru, dan dari informal 
menuju formal. 

Kasus Naratif D: Perempuan Kembali ke Pasar Kerja 
Seorang perempuan lulusan teknik berhenti bekerja selama lima tahun untuk mengasuh anak. Ketika 
ingin kembali, teknologi di industrinya telah berubah dan perusahaan meragukan currency of skills. 
Program returnship selama empat bulan, childcare terjangkau, dan pembelajaran hybrid 
memungkinkan ia kembali sebagai project coordinator. Negara memperoleh kembali investasi 
pendidikan yang sebelumnya menganggur, perusahaan memperoleh talent berpengalaman, dan rumah 
tangga meningkatkan pendapatan. Ini adalah contoh konkret bagaimana kebijakan keluarga dapat 
menghasilkan economic dividend. 

Kasus tersebut menunjukkan bahwa bonus demografi bekerja melalui mekanisme mikro. Keputusan 
kurikulum, desain kerja, transportasi, childcare, pembiayaan, dan manajemen perusahaan secara 
kumulatif menentukan apakah seseorang berada pada pekerjaan bernilai tambah rendah atau tinggi. 
Kebijakan nasional harus mampu memengaruhi jutaan transisi mikro semacam ini. Keberhasilan tidak 
hanya berarti menyediakan program, melainkan mengurangi friksi yang dihadapi individu ketika 
berpindah dari belajar menuju bekerja, dari pekerjaan lama menuju pekerjaan baru, dan dari informal 
menuju formal. 
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Kasus Naratif E: Daerah dengan Investasi Baru 
Sebuah kabupaten menerima investasi industri pengolahan. Jika pelatihan baru dimulai setelah pabrik 
beroperasi, perusahaan mungkin merekrut tenaga dari luar karena skill lokal belum siap. Sebaliknya, 
bila tiga tahun sebelumnya pemerintah daerah, politeknik, dan investor membangun skills forecast, 
memperbarui laboratorium, serta menyiapkan apprenticeship, lebih banyak penduduk lokal dapat 
masuk pekerjaan teknis. Investasi yang sama menghasilkan linkage sosial yang berbeda karena timing 
kebijakan berbeda. 

Kasus tersebut menunjukkan bahwa bonus demografi bekerja melalui mekanisme mikro. Keputusan 
kurikulum, desain kerja, transportasi, childcare, pembiayaan, dan manajemen perusahaan secara 
kumulatif menentukan apakah seseorang berada pada pekerjaan bernilai tambah rendah atau tinggi. 
Kebijakan nasional harus mampu memengaruhi jutaan transisi mikro semacam ini. Keberhasilan tidak 
hanya berarti menyediakan program, melainkan mengurangi friksi yang dihadapi individu ketika 
berpindah dari belajar menuju bekerja, dari pekerjaan lama menuju pekerjaan baru, dan dari informal 
menuju formal. 

Kerangka Sintesis: Lima Mesin Pengubah Demografi Menjadi Dividen 

1. Human Capital Engine 

Kesehatan, pembelajaran, keterampilan, karakter, dan kapasitas adaptasi membentuk kualitas tenaga 
kerja. 

2. Productive Job Engine 

Investasi dan transformasi industri menciptakan posisi kerja bernilai tambah untuk menyerap human 
capital. 

3. Matching & Mobility Engine 

Informasi pasar kerja, career services, mobilitas wilayah, dan credentialing mempertemukan pekerja 
dengan peluang yang tepat. 

4. Technology Complementarity Engine 

AI, digitalisasi, dan otomasi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas manusia melalui job redesign 
dan reskilling. 

5. Life-Cycle Security Engine 

Jaminan sosial, tabungan, kesehatan, dan pensiun memastikan dividen hari ini tidak berubah menjadi 
beban ketika populasi menua. 
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Glossarium 
Ageing population: Peningkatan proporsi penduduk lanjut usia dalam struktur penduduk. 

Angkatan kerja: Penduduk usia kerja yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan. 

Bonus demografi: Potensi manfaat ekonomi akibat besarnya proporsi penduduk usia produktif relatif 
terhadap usia nonproduktif. 

Dependency ratio: Perbandingan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk usia produktif. 

Demographic dividend: Dividen ekonomi yang dapat muncul dari perubahan struktur umur jika 
didukung kebijakan yang tepat. 

Employability: Kemampuan memperoleh, mempertahankan, dan berpindah pekerjaan melalui 
kombinasi kompetensi dan adaptabilitas. 

Formal employment: Pekerjaan dengan hubungan kerja dan perlindungan yang lebih terstruktur 
menurut ketentuan formal. 

Human capital: Pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan kemampuan yang meningkatkan 
kapasitas produktif manusia. 

Informal employment: Pekerjaan dengan pengaturan usaha atau hubungan kerja yang tidak 
sepenuhnya tercakup sistem formal. 

Job quality: Kualitas pekerjaan ditinjau dari pendapatan, stabilitas, keamanan, perlindungan, dan 
peluang berkembang. 

Labor force participation rate: Proporsi penduduk usia kerja yang masuk angkatan kerja. 

Lifelong learning: Pembelajaran berkelanjutan sepanjang kehidupan dan karier. 

Microcredential: Sertifikasi kompetensi berukuran kecil dan spesifik yang dapat diperoleh secara 
modular. 

NEET: Not in Employment, Education or Training; pemuda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan 
tidak mengikuti pelatihan. 

Overeducation: Kondisi ketika tingkat pendidikan pekerja lebih tinggi daripada yang dibutuhkan 
pekerjaan. 

Productivity: Nilai output yang dihasilkan relatif terhadap input, termasuk tenaga kerja. 

Reskilling: Pelatihan untuk memperoleh kompetensi baru agar dapat menjalankan pekerjaan atau 
peran baru. 

Skills mismatch: Ketidaksesuaian antara kompetensi/pendidikan pekerja dan kebutuhan pekerjaan. 

TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka, persentase penganggur terhadap angkatan kerja. 

Underemployment: Kondisi bekerja dengan jam kerja atau pemanfaatan tenaga yang kurang dari yang 
diinginkan. 
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Upskilling: Peningkatan kompetensi untuk menjalankan pekerjaan yang sama pada tingkat yang lebih 
tinggi. 

Vertical mismatch: Ketidaksesuaian tingkat pendidikan dengan tingkat kualifikasi pekerjaan. 

Workforce planning: Perencanaan kebutuhan jumlah, struktur, dan kompetensi tenaga kerja masa 
depan. 
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Lampiran Analitis: Dua Belas Pertanyaan Strategis untuk Menguji Bonus 

Demografi 

1. Apakah pertumbuhan pekerjaan lebih cepat daripada pertumbuhan angkatan kerja? 

Pertanyaan ini menguji kapasitas absorpsi ekonomi. Pemerintah perlu membandingkan net job creation 
dengan tambahan angkatan kerja, sekaligus memisahkan pekerjaan formal, informal, penuh, dan paruh 
waktu. Jika pekerjaan tumbuh tetapi didominasi pekerjaan rentan, tekanan sosial mungkin tetap tinggi. 
Analisis sebaiknya dilakukan per wilayah dan pendidikan karena surplus tenaga kerja tidak seragam. 

Pertanyaan ini menguji kapasitas absorpsi ekonomi. Pemerintah perlu membandingkan net job creation 
dengan tambahan angkatan kerja, sekaligus memisahkan pekerjaan formal, informal, penuh, dan paruh 
waktu. Jika pekerjaan tumbuh tetapi didominasi pekerjaan rentan, tekanan sosial mungkin tetap tinggi. 
Analisis sebaiknya dilakukan per wilayah dan pendidikan karena surplus tenaga kerja tidak seragam. 
Dari perspektif manajemen risiko, indikator harus memiliki ambang peringatan dan pemilik akuntabilitas 
yang jelas. Data tahunan dapat dilengkapi data frekuensi tinggi agar respons kebijakan tidak terlambat. 
Setiap perubahan perlu dianalisis penyebabnya, bukan hanya dilaporkan sebagai angka. 

Pertanyaan ini menguji kapasitas absorpsi ekonomi. Pemerintah perlu membandingkan net job creation 
dengan tambahan angkatan kerja, sekaligus memisahkan pekerjaan formal, informal, penuh, dan paruh 
waktu. Jika pekerjaan tumbuh tetapi didominasi pekerjaan rentan, tekanan sosial mungkin tetap tinggi. 
Analisis sebaiknya dilakukan per wilayah dan pendidikan karena surplus tenaga kerja tidak seragam. 
Dalam praktik, jawaban atas pertanyaan ini memerlukan kemitraan pemerintah, dunia usaha, lembaga 
pendidikan, serikat pekerja, dan masyarakat. Tidak ada satu aktor yang menguasai seluruh data maupun 
instrumen. Governance kolaboratif menjadi prasyarat agar strategi demografi tidak terfragmentasi. 

2. Apakah produktivitas dan upah riil tumbuh bersama? 

Pertumbuhan produktivitas tanpa pertumbuhan upah dapat memperlebar ketimpangan, sedangkan 
kenaikan upah tanpa produktivitas mengurangi daya saing. Hubungan keduanya perlu dipantau pada 
tingkat sektor dan perusahaan. Kebijakan skill, teknologi, persaingan, dan bargaining institution perlu 
bekerja bersama agar surplus produktivitas dibagi secara berkelanjutan. 

Pertumbuhan produktivitas tanpa pertumbuhan upah dapat memperlebar ketimpangan, sedangkan 
kenaikan upah tanpa produktivitas mengurangi daya saing. Hubungan keduanya perlu dipantau pada 
tingkat sektor dan perusahaan. Kebijakan skill, teknologi, persaingan, dan bargaining institution perlu 
bekerja bersama agar surplus produktivitas dibagi secara berkelanjutan. Dari perspektif manajemen 
risiko, indikator harus memiliki ambang peringatan dan pemilik akuntabilitas yang jelas. Data tahunan 
dapat dilengkapi data frekuensi tinggi agar respons kebijakan tidak terlambat. Setiap perubahan perlu 
dianalisis penyebabnya, bukan hanya dilaporkan sebagai angka. 

Pertumbuhan produktivitas tanpa pertumbuhan upah dapat memperlebar ketimpangan, sedangkan 
kenaikan upah tanpa produktivitas mengurangi daya saing. Hubungan keduanya perlu dipantau pada 
tingkat sektor dan perusahaan. Kebijakan skill, teknologi, persaingan, dan bargaining institution perlu 
bekerja bersama agar surplus produktivitas dibagi secara berkelanjutan. Dalam praktik, jawaban atas 
pertanyaan ini memerlukan kemitraan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serikat pekerja, 
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dan masyarakat. Tidak ada satu aktor yang menguasai seluruh data maupun instrumen. Governance 
kolaboratif menjadi prasyarat agar strategi demografi tidak terfragmentasi. 

3. Seberapa cepat lulusan memperoleh pekerjaan pertama? 

Durasi transisi sekolah-ke-kerja merupakan indikator leading bagi kualitas bonus demografi. Semakin 
panjang durasi, semakin besar risiko scarring. Data tracer study perlu distandardisasi agar dapat 
dibandingkan antarprogram studi dan wilayah. Informasi tersebut dapat menjadi dasar perbaikan 
kurikulum dan career services. 

Durasi transisi sekolah-ke-kerja merupakan indikator leading bagi kualitas bonus demografi. Semakin 
panjang durasi, semakin besar risiko scarring. Data tracer study perlu distandardisasi agar dapat 
dibandingkan antarprogram studi dan wilayah. Informasi tersebut dapat menjadi dasar perbaikan 
kurikulum dan career services. Dari perspektif manajemen risiko, indikator harus memiliki ambang 
peringatan dan pemilik akuntabilitas yang jelas. Data tahunan dapat dilengkapi data frekuensi tinggi agar 
respons kebijakan tidak terlambat. Setiap perubahan perlu dianalisis penyebabnya, bukan hanya 
dilaporkan sebagai angka. 

Durasi transisi sekolah-ke-kerja merupakan indikator leading bagi kualitas bonus demografi. Semakin 
panjang durasi, semakin besar risiko scarring. Data tracer study perlu distandardisasi agar dapat 
dibandingkan antarprogram studi dan wilayah. Informasi tersebut dapat menjadi dasar perbaikan 
kurikulum dan career services. Dalam praktik, jawaban atas pertanyaan ini memerlukan kemitraan 
pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serikat pekerja, dan masyarakat. Tidak ada satu aktor 
yang menguasai seluruh data maupun instrumen. Governance kolaboratif menjadi prasyarat agar 
strategi demografi tidak terfragmentasi. 

4. Apakah perempuan memperoleh akses yang setara terhadap pekerjaan produktif? 

Pengukuran harus melihat partisipasi, jam kerja, upah, posisi, dan continuity of career. Childcare, 
transportasi aman, parental leave, dan returnship merupakan infrastruktur ekonomi yang meningkatkan 
effective labor supply. Penguatan partisipasi perempuan dapat menjadi sumber pertumbuhan ketika 
pertumbuhan populasi usia kerja melambat. 

Pengukuran harus melihat partisipasi, jam kerja, upah, posisi, dan continuity of career. Childcare, 
transportasi aman, parental leave, dan returnship merupakan infrastruktur ekonomi yang meningkatkan 
effective labor supply. Penguatan partisipasi perempuan dapat menjadi sumber pertumbuhan ketika 
pertumbuhan populasi usia kerja melambat. Dari perspektif manajemen risiko, indikator harus memiliki 
ambang peringatan dan pemilik akuntabilitas yang jelas. Data tahunan dapat dilengkapi data frekuensi 
tinggi agar respons kebijakan tidak terlambat. Setiap perubahan perlu dianalisis penyebabnya, bukan 
hanya dilaporkan sebagai angka. 

Pengukuran harus melihat partisipasi, jam kerja, upah, posisi, dan continuity of career. Childcare, 
transportasi aman, parental leave, dan returnship merupakan infrastruktur ekonomi yang meningkatkan 
effective labor supply. Penguatan partisipasi perempuan dapat menjadi sumber pertumbuhan ketika 
pertumbuhan populasi usia kerja melambat. Dalam praktik, jawaban atas pertanyaan ini memerlukan 
kemitraan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serikat pekerja, dan masyarakat. Tidak ada 
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satu aktor yang menguasai seluruh data maupun instrumen. Governance kolaboratif menjadi prasyarat 
agar strategi demografi tidak terfragmentasi. 

5. Apakah AI meningkatkan atau menggantikan kapasitas manusia? 

Organisasi perlu mengukur outcome adopsi AI pada produktivitas, kualitas, headcount, dan skill. Jika AI 
hanya digunakan untuk cost cutting tanpa pembelajaran, keuntungan jangka pendek dapat 
menciptakan skill erosion. Strategi yang lebih tangguh menggabungkan automation dengan 
augmentation dan reskilling. 

Organisasi perlu mengukur outcome adopsi AI pada produktivitas, kualitas, headcount, dan skill. Jika AI 
hanya digunakan untuk cost cutting tanpa pembelajaran, keuntungan jangka pendek dapat 
menciptakan skill erosion. Strategi yang lebih tangguh menggabungkan automation dengan 
augmentation dan reskilling. Dari perspektif manajemen risiko, indikator harus memiliki ambang 
peringatan dan pemilik akuntabilitas yang jelas. Data tahunan dapat dilengkapi data frekuensi tinggi agar 
respons kebijakan tidak terlambat. Setiap perubahan perlu dianalisis penyebabnya, bukan hanya 
dilaporkan sebagai angka. 

Organisasi perlu mengukur outcome adopsi AI pada produktivitas, kualitas, headcount, dan skill. Jika AI 
hanya digunakan untuk cost cutting tanpa pembelajaran, keuntungan jangka pendek dapat 
menciptakan skill erosion. Strategi yang lebih tangguh menggabungkan automation dengan 
augmentation dan reskilling. Dalam praktik, jawaban atas pertanyaan ini memerlukan kemitraan 
pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serikat pekerja, dan masyarakat. Tidak ada satu aktor 
yang menguasai seluruh data maupun instrumen. Governance kolaboratif menjadi prasyarat agar 
strategi demografi tidak terfragmentasi. 

6. Apakah pekerjaan informal memiliki jalur naik kelas? 

Informalitas perlu dianalisis sebagai proses, bukan kategori tetap. Ukur berapa usaha yang memperoleh 
legal identity, akses kredit, produktivitas lebih tinggi, dan perlindungan sosial. Formalisasi efektif terjadi 
ketika manfaat ekonomi nyata lebih besar daripada biaya kepatuhan. 

Informalitas perlu dianalisis sebagai proses, bukan kategori tetap. Ukur berapa usaha yang memperoleh 
legal identity, akses kredit, produktivitas lebih tinggi, dan perlindungan sosial. Formalisasi efektif terjadi 
ketika manfaat ekonomi nyata lebih besar daripada biaya kepatuhan. Dari perspektif manajemen risiko, 
indikator harus memiliki ambang peringatan dan pemilik akuntabilitas yang jelas. Data tahunan dapat 
dilengkapi data frekuensi tinggi agar respons kebijakan tidak terlambat. Setiap perubahan perlu 
dianalisis penyebabnya, bukan hanya dilaporkan sebagai angka. 

Informalitas perlu dianalisis sebagai proses, bukan kategori tetap. Ukur berapa usaha yang memperoleh 
legal identity, akses kredit, produktivitas lebih tinggi, dan perlindungan sosial. Formalisasi efektif terjadi 
ketika manfaat ekonomi nyata lebih besar daripada biaya kepatuhan. Dalam praktik, jawaban atas 
pertanyaan ini memerlukan kemitraan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serikat pekerja, 
dan masyarakat. Tidak ada satu aktor yang menguasai seluruh data maupun instrumen. Governance 
kolaboratif menjadi prasyarat agar strategi demografi tidak terfragmentasi. 
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7. Apakah investasi menciptakan linkage lokal? 

Jumlah investasi tidak selalu identik dengan job impact. Evaluasi perlu menghitung supplier lokal, 
pelatihan, transfer teknologi, posisi teknis yang diisi warga lokal, dan R&D. Investasi yang terhubung 
dengan ekosistem pendidikan memberikan multiplier human capital lebih besar. 

Jumlah investasi tidak selalu identik dengan job impact. Evaluasi perlu menghitung supplier lokal, 
pelatihan, transfer teknologi, posisi teknis yang diisi warga lokal, dan R&D. Investasi yang terhubung 
dengan ekosistem pendidikan memberikan multiplier human capital lebih besar. Dari perspektif 
manajemen risiko, indikator harus memiliki ambang peringatan dan pemilik akuntabilitas yang jelas. 
Data tahunan dapat dilengkapi data frekuensi tinggi agar respons kebijakan tidak terlambat. Setiap 
perubahan perlu dianalisis penyebabnya, bukan hanya dilaporkan sebagai angka. 

Jumlah investasi tidak selalu identik dengan job impact. Evaluasi perlu menghitung supplier lokal, 
pelatihan, transfer teknologi, posisi teknis yang diisi warga lokal, dan R&D. Investasi yang terhubung 
dengan ekosistem pendidikan memberikan multiplier human capital lebih besar. Dalam praktik, 
jawaban atas pertanyaan ini memerlukan kemitraan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, 
serikat pekerja, dan masyarakat. Tidak ada satu aktor yang menguasai seluruh data maupun instrumen. 
Governance kolaboratif menjadi prasyarat agar strategi demografi tidak terfragmentasi. 

8. Apakah sistem pelatihan menghasilkan wage progression? 

Completion rate hanyalah indikator proses. Ukur placement, retention, earnings, dan mobilitas setelah 
pelatihan. Provider dengan outcome rendah perlu memperbaiki program. Data ini penting untuk 
mengalokasikan anggaran reskilling secara efisien. 

Completion rate hanyalah indikator proses. Ukur placement, retention, earnings, dan mobilitas setelah 
pelatihan. Provider dengan outcome rendah perlu memperbaiki program. Data ini penting untuk 
mengalokasikan anggaran reskilling secara efisien. Dari perspektif manajemen risiko, indikator harus 
memiliki ambang peringatan dan pemilik akuntabilitas yang jelas. Data tahunan dapat dilengkapi data 
frekuensi tinggi agar respons kebijakan tidak terlambat. Setiap perubahan perlu dianalisis penyebabnya, 
bukan hanya dilaporkan sebagai angka. 

Completion rate hanyalah indikator proses. Ukur placement, retention, earnings, dan mobilitas setelah 
pelatihan. Provider dengan outcome rendah perlu memperbaiki program. Data ini penting untuk 
mengalokasikan anggaran reskilling secara efisien. Dalam praktik, jawaban atas pertanyaan ini 
memerlukan kemitraan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serikat pekerja, dan 
masyarakat. Tidak ada satu aktor yang menguasai seluruh data maupun instrumen. Governance 
kolaboratif menjadi prasyarat agar strategi demografi tidak terfragmentasi. 

9. Apakah pekerja membangun aset untuk masa tua? 

Dividen demografi kedua terlihat dari tabungan, kepesertaan pensiun, kepemilikan aset, dan financial 
resilience. Rumah tangga yang menghabiskan seluruh pendapatan untuk konsumsi tanpa perlindungan 
berisiko menjadi beban saat ageing. Literasi keuangan dan desain auto-enrollment dapat membantu. 

Dividen demografi kedua terlihat dari tabungan, kepesertaan pensiun, kepemilikan aset, dan financial 
resilience. Rumah tangga yang menghabiskan seluruh pendapatan untuk konsumsi tanpa perlindungan 
berisiko menjadi beban saat ageing. Literasi keuangan dan desain auto-enrollment dapat membantu. 
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Dari perspektif manajemen risiko, indikator harus memiliki ambang peringatan dan pemilik akuntabilitas 
yang jelas. Data tahunan dapat dilengkapi data frekuensi tinggi agar respons kebijakan tidak terlambat. 
Setiap perubahan perlu dianalisis penyebabnya, bukan hanya dilaporkan sebagai angka. 

Dividen demografi kedua terlihat dari tabungan, kepesertaan pensiun, kepemilikan aset, dan financial 
resilience. Rumah tangga yang menghabiskan seluruh pendapatan untuk konsumsi tanpa perlindungan 
berisiko menjadi beban saat ageing. Literasi keuangan dan desain auto-enrollment dapat membantu. 
Dalam praktik, jawaban atas pertanyaan ini memerlukan kemitraan pemerintah, dunia usaha, lembaga 
pendidikan, serikat pekerja, dan masyarakat. Tidak ada satu aktor yang menguasai seluruh data maupun 
instrumen. Governance kolaboratif menjadi prasyarat agar strategi demografi tidak terfragmentasi. 

10. Apakah daerah memiliki strategi berdasarkan struktur ekonominya? 

Satu kebijakan nasional tidak cocok untuk semua daerah. Daerah manufaktur, pariwisata, pertanian, 
pertambangan, dan jasa menghadapi kebutuhan skill berbeda. Regional workforce strategy harus 
menggabungkan demografi, investasi, pendidikan, dan infrastruktur. 

Satu kebijakan nasional tidak cocok untuk semua daerah. Daerah manufaktur, pariwisata, pertanian, 
pertambangan, dan jasa menghadapi kebutuhan skill berbeda. Regional workforce strategy harus 
menggabungkan demografi, investasi, pendidikan, dan infrastruktur. Dari perspektif manajemen risiko, 
indikator harus memiliki ambang peringatan dan pemilik akuntabilitas yang jelas. Data tahunan dapat 
dilengkapi data frekuensi tinggi agar respons kebijakan tidak terlambat. Setiap perubahan perlu 
dianalisis penyebabnya, bukan hanya dilaporkan sebagai angka. 

Satu kebijakan nasional tidak cocok untuk semua daerah. Daerah manufaktur, pariwisata, pertanian, 
pertambangan, dan jasa menghadapi kebutuhan skill berbeda. Regional workforce strategy harus 
menggabungkan demografi, investasi, pendidikan, dan infrastruktur. Dalam praktik, jawaban atas 
pertanyaan ini memerlukan kemitraan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serikat pekerja, 
dan masyarakat. Tidak ada satu aktor yang menguasai seluruh data maupun instrumen. Governance 
kolaboratif menjadi prasyarat agar strategi demografi tidak terfragmentasi. 

11. Apakah pendidikan menghasilkan kemampuan belajar ulang? 

Kompetensi masa depan tidak dapat diprediksi sempurna. Karena itu, outcome pendidikan harus 
mencakup learning agility, reasoning, dan metacognition. Pekerja yang mampu belajar ulang lebih tahan 
terhadap technological obsolescence. 

Kompetensi masa depan tidak dapat diprediksi sempurna. Karena itu, outcome pendidikan harus 
mencakup learning agility, reasoning, dan metacognition. Pekerja yang mampu belajar ulang lebih tahan 
terhadap technological obsolescence. Dari perspektif manajemen risiko, indikator harus memiliki 
ambang peringatan dan pemilik akuntabilitas yang jelas. Data tahunan dapat dilengkapi data frekuensi 
tinggi agar respons kebijakan tidak terlambat. Setiap perubahan perlu dianalisis penyebabnya, bukan 
hanya dilaporkan sebagai angka. 

Kompetensi masa depan tidak dapat diprediksi sempurna. Karena itu, outcome pendidikan harus 
mencakup learning agility, reasoning, dan metacognition. Pekerja yang mampu belajar ulang lebih tahan 
terhadap technological obsolescence. Dalam praktik, jawaban atas pertanyaan ini memerlukan 
kemitraan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serikat pekerja, dan masyarakat. Tidak ada 
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satu aktor yang menguasai seluruh data maupun instrumen. Governance kolaboratif menjadi prasyarat 
agar strategi demografi tidak terfragmentasi. 

12. Apakah kebijakan mempersiapkan ageing sekarang? 

Pensiun, long-term care, penyakit kronis, dan silver economy memerlukan lead time panjang. Menunda 
reformasi hingga proporsi lansia besar membuat biaya penyesuaian lebih tinggi. Persiapan ageing 
adalah bagian tak terpisahkan dari strategi bonus demografi. 

Pensiun, long-term care, penyakit kronis, dan silver economy memerlukan lead time panjang. Menunda 
reformasi hingga proporsi lansia besar membuat biaya penyesuaian lebih tinggi. Persiapan ageing 
adalah bagian tak terpisahkan dari strategi bonus demografi. Dari perspektif manajemen risiko, 
indikator harus memiliki ambang peringatan dan pemilik akuntabilitas yang jelas. Data tahunan dapat 
dilengkapi data frekuensi tinggi agar respons kebijakan tidak terlambat. Setiap perubahan perlu 
dianalisis penyebabnya, bukan hanya dilaporkan sebagai angka. 

Pensiun, long-term care, penyakit kronis, dan silver economy memerlukan lead time panjang. Menunda 
reformasi hingga proporsi lansia besar membuat biaya penyesuaian lebih tinggi. Persiapan ageing 
adalah bagian tak terpisahkan dari strategi bonus demografi. Dalam praktik, jawaban atas pertanyaan 
ini memerlukan kemitraan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serikat pekerja, dan 
masyarakat. Tidak ada satu aktor yang menguasai seluruh data maupun instrumen. Governance 
kolaboratif menjadi prasyarat agar strategi demografi tidak terfragmentasi. 
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Lampiran Kebijakan: Indikator dan Mekanisme Implementasi 2026-2035 

Indikator 1 - Youth Employment Quality 

Pengangguran pemuda harus dipantau bersama kualitas pekerjaan pertama. Pekerjaan pertama 
memiliki pengaruh besar terhadap trajectory karier karena menjadi tempat pembentukan pengalaman, 
jaringan profesional, dan kebiasaan kerja. Pemerintah dapat mengembangkan indikator yang 
menggabungkan durasi pencarian kerja, kesesuaian pendidikan-pekerjaan, upah awal, status formal, 
dan akses pelatihan. Universitas kemudian dapat membandingkan outcome lulusan bukan untuk 
menciptakan ranking simplistis, tetapi untuk mengenali pola mismatch dan memperbaiki desain 
program. Di tingkat daerah, indikator ini dapat menunjukkan apakah investasi baru benar-benar 
membuka pintu bagi generasi muda setempat atau justru mengandalkan tenaga kerja dari luar karena 
ekosistem skill lokal belum siap. 

Pengangguran pemuda harus dipantau bersama kualitas pekerjaan pertama. Pekerjaan pertama 
memiliki pengaruh besar terhadap trajectory karier karena menjadi tempat pembentukan pengalaman, 
jaringan profesional, dan kebiasaan kerja. Pemerintah dapat mengembangkan indikator yang 
menggabungkan durasi pencarian kerja, kesesuaian pendidikan-pekerjaan, upah awal, status formal, 
dan akses pelatihan. Universitas kemudian dapat membandingkan outcome lulusan bukan untuk 
menciptakan ranking simplistis, tetapi untuk mengenali pola mismatch dan memperbaiki desain 
program. Di tingkat daerah, indikator ini dapat menunjukkan apakah investasi baru benar-benar 
membuka pintu bagi generasi muda setempat atau justru mengandalkan tenaga kerja dari luar karena 
ekosistem skill lokal belum siap. Implementasi indikator ini memerlukan baseline, target bertahap, 
sumber data yang konsisten, serta mekanisme audit kualitas. Pemerintah sebaiknya mempublikasikan 
tren secara terbuka agar perusahaan, kampus, dan masyarakat dapat merespons. Transparansi juga 
memungkinkan evaluasi apakah perubahan benar-benar berasal dari kebijakan atau hanya dari siklus 
ekonomi. Dalam kerangka manajemen strategis, indikator harus diposisikan sebagai alat belajar dan 
koreksi, bukan semata alat penghukuman. Ketika hasil tidak sesuai target, pertanyaan pertama adalah 
mekanisme mana yang tidak bekerja dan bagaimana memperbaikinya. 

Indikator 2 - Productivity per Worker 

Produktivitas per pekerja perlu menjadi jangkar evaluasi bonus demografi karena jumlah penduduk usia 
kerja akan mencapai batasnya. Peningkatan produktivitas dapat berasal dari teknologi, modal, 
perbaikan manajemen, skala usaha, infrastruktur, dan pembelajaran. Pemerintah perlu menghindari 
kebijakan yang hanya mengejar penyerapan tenaga kerja tetapi mempertahankan kegiatan pada level 
nilai tambah rendah. Pada saat yang sama, peningkatan produktivitas tidak boleh diterjemahkan 
semata menjadi pengurangan pekerja. Desain insentif investasi dapat mendorong perusahaan 
menggunakan teknologi untuk ekspansi output, peningkatan kualitas, dan pengembangan produk baru 
sehingga produktivitas serta kesempatan kerja dapat tumbuh bersama. 

Produktivitas per pekerja perlu menjadi jangkar evaluasi bonus demografi karena jumlah penduduk usia 
kerja akan mencapai batasnya. Peningkatan produktivitas dapat berasal dari teknologi, modal, 
perbaikan manajemen, skala usaha, infrastruktur, dan pembelajaran. Pemerintah perlu menghindari 
kebijakan yang hanya mengejar penyerapan tenaga kerja tetapi mempertahankan kegiatan pada level 
nilai tambah rendah. Pada saat yang sama, peningkatan produktivitas tidak boleh diterjemahkan 
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semata menjadi pengurangan pekerja. Desain insentif investasi dapat mendorong perusahaan 
menggunakan teknologi untuk ekspansi output, peningkatan kualitas, dan pengembangan produk baru 
sehingga produktivitas serta kesempatan kerja dapat tumbuh bersama. Implementasi indikator ini 
memerlukan baseline, target bertahap, sumber data yang konsisten, serta mekanisme audit kualitas. 
Pemerintah sebaiknya mempublikasikan tren secara terbuka agar perusahaan, kampus, dan 
masyarakat dapat merespons. Transparansi juga memungkinkan evaluasi apakah perubahan benar-
benar berasal dari kebijakan atau hanya dari siklus ekonomi. Dalam kerangka manajemen strategis, 
indikator harus diposisikan sebagai alat belajar dan koreksi, bukan semata alat penghukuman. Ketika 
hasil tidak sesuai target, pertanyaan pertama adalah mekanisme mana yang tidak bekerja dan 
bagaimana memperbaikinya. 

Indikator 3 - Female Economic Participation 

Partisipasi ekonomi perempuan harus dibaca sebagai sumber pertumbuhan dan ketahanan demografi. 
Pemerintah daerah dapat memetakan kawasan dengan tingkat partisipasi perempuan rendah dan 
menguji penyebabnya: childcare, transportasi, norma kerja, keselamatan, atau ketiadaan pekerjaan 
fleksibel. Perusahaan dapat mengukur retention setelah cuti melahirkan, kesenjangan promosi, dan 
proporsi perempuan pada posisi teknis. Kebijakan yang efektif tidak hanya menaikkan angka partisipasi, 
tetapi memastikan perempuan masuk pekerjaan produktif dengan jalur karier. Dalam jangka panjang, 
kenaikan partisipasi perempuan membantu mempertahankan supply tenaga kerja ketika pertumbuhan 
penduduk usia produktif mulai melambat. 

Partisipasi ekonomi perempuan harus dibaca sebagai sumber pertumbuhan dan ketahanan demografi. 
Pemerintah daerah dapat memetakan kawasan dengan tingkat partisipasi perempuan rendah dan 
menguji penyebabnya: childcare, transportasi, norma kerja, keselamatan, atau ketiadaan pekerjaan 
fleksibel. Perusahaan dapat mengukur retention setelah cuti melahirkan, kesenjangan promosi, dan 
proporsi perempuan pada posisi teknis. Kebijakan yang efektif tidak hanya menaikkan angka partisipasi, 
tetapi memastikan perempuan masuk pekerjaan produktif dengan jalur karier. Dalam jangka panjang, 
kenaikan partisipasi perempuan membantu mempertahankan supply tenaga kerja ketika pertumbuhan 
penduduk usia produktif mulai melambat. Implementasi indikator ini memerlukan baseline, target 
bertahap, sumber data yang konsisten, serta mekanisme audit kualitas. Pemerintah sebaiknya 
mempublikasikan tren secara terbuka agar perusahaan, kampus, dan masyarakat dapat merespons. 
Transparansi juga memungkinkan evaluasi apakah perubahan benar-benar berasal dari kebijakan atau 
hanya dari siklus ekonomi. Dalam kerangka manajemen strategis, indikator harus diposisikan sebagai 
alat belajar dan koreksi, bukan semata alat penghukuman. Ketika hasil tidak sesuai target, pertanyaan 
pertama adalah mekanisme mana yang tidak bekerja dan bagaimana memperbaikinya. 

Indikator 4 - Reskilling Conversion Rate 

Keberhasilan pelatihan harus diukur dari konversi ke pekerjaan atau peran baru. Banyak program 
berhenti pada jumlah sertifikat, padahal sertifikat tanpa perubahan pekerjaan atau produktivitas 
memiliki nilai terbatas. Reskilling conversion rate dapat mengukur berapa persen peserta berpindah ke 
pekerjaan target, memperoleh kenaikan upah, atau menggunakan skill baru dalam pekerjaan enam 
hingga dua belas bulan setelah pelatihan. Data ini juga membantu memisahkan program yang efektif 
dari program yang hanya populer. Dengan sistem outcome-based funding, penyedia pelatihan memiliki 
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insentif untuk membangun hubungan dengan perusahaan dan menyelaraskan materi dengan 
kebutuhan nyata. 

Keberhasilan pelatihan harus diukur dari konversi ke pekerjaan atau peran baru. Banyak program 
berhenti pada jumlah sertifikat, padahal sertifikat tanpa perubahan pekerjaan atau produktivitas 
memiliki nilai terbatas. Reskilling conversion rate dapat mengukur berapa persen peserta berpindah ke 
pekerjaan target, memperoleh kenaikan upah, atau menggunakan skill baru dalam pekerjaan enam 
hingga dua belas bulan setelah pelatihan. Data ini juga membantu memisahkan program yang efektif 
dari program yang hanya populer. Dengan sistem outcome-based funding, penyedia pelatihan memiliki 
insentif untuk membangun hubungan dengan perusahaan dan menyelaraskan materi dengan 
kebutuhan nyata. Implementasi indikator ini memerlukan baseline, target bertahap, sumber data yang 
konsisten, serta mekanisme audit kualitas. Pemerintah sebaiknya mempublikasikan tren secara 
terbuka agar perusahaan, kampus, dan masyarakat dapat merespons. Transparansi juga 
memungkinkan evaluasi apakah perubahan benar-benar berasal dari kebijakan atau hanya dari siklus 
ekonomi. Dalam kerangka manajemen strategis, indikator harus diposisikan sebagai alat belajar dan 
koreksi, bukan semata alat penghukuman. Ketika hasil tidak sesuai target, pertanyaan pertama adalah 
mekanisme mana yang tidak bekerja dan bagaimana memperbaikinya. 

Indikator 5 - Formalization with Productivity 

Formalisasi seharusnya dinilai bukan dari jumlah registrasi usaha semata tetapi dari kenaikan 
produktivitas setelah formal. Usaha yang memperoleh identitas legal harus dapat menggunakan status 
tersebut untuk mengakses rekening bisnis, kredit, pengadaan, sertifikasi, dan pasar. Jika formalitas 
hanya menambah biaya, pelaku usaha akan kembali informal. Karena itu, pemerintah perlu 
mengintegrasikan registrasi dengan paket layanan pengembangan usaha. Ukuran keberhasilan dapat 
mencakup omzet, produktivitas tenaga kerja, akses jaminan sosial, penggunaan pembayaran digital, 
serta keberhasilan masuk rantai pasok perusahaan yang lebih besar. 

Formalisasi seharusnya dinilai bukan dari jumlah registrasi usaha semata tetapi dari kenaikan 
produktivitas setelah formal. Usaha yang memperoleh identitas legal harus dapat menggunakan status 
tersebut untuk mengakses rekening bisnis, kredit, pengadaan, sertifikasi, dan pasar. Jika formalitas 
hanya menambah biaya, pelaku usaha akan kembali informal. Karena itu, pemerintah perlu 
mengintegrasikan registrasi dengan paket layanan pengembangan usaha. Ukuran keberhasilan dapat 
mencakup omzet, produktivitas tenaga kerja, akses jaminan sosial, penggunaan pembayaran digital, 
serta keberhasilan masuk rantai pasok perusahaan yang lebih besar. Implementasi indikator ini 
memerlukan baseline, target bertahap, sumber data yang konsisten, serta mekanisme audit kualitas. 
Pemerintah sebaiknya mempublikasikan tren secara terbuka agar perusahaan, kampus, dan 
masyarakat dapat merespons. Transparansi juga memungkinkan evaluasi apakah perubahan benar-
benar berasal dari kebijakan atau hanya dari siklus ekonomi. Dalam kerangka manajemen strategis, 
indikator harus diposisikan sebagai alat belajar dan koreksi, bukan semata alat penghukuman. Ketika 
hasil tidak sesuai target, pertanyaan pertama adalah mekanisme mana yang tidak bekerja dan 
bagaimana memperbaikinya. 
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Indikator 6 - AI Augmentation Index 

Adopsi AI perlu diukur dari sejauh mana teknologi meningkatkan kapasitas manusia. AI Augmentation 
Index dapat mencakup waktu yang dihemat, peningkatan kualitas, penurunan error, kenaikan output per 
pekerja, dan proporsi pekerja yang menerima pelatihan ulang. Organisasi yang hanya mengukur 
pengurangan biaya akan cenderung memilih substitusi, sedangkan organisasi yang mengukur 
augmentation lebih mungkin menemukan peluang inovasi. Pada level nasional, indikator ini membantu 
melihat apakah AI memperlebar gap produktivitas antara perusahaan besar dan UMKM. Program shared 
digital infrastructure dapat diarahkan pada sektor yang tertinggal. 

Adopsi AI perlu diukur dari sejauh mana teknologi meningkatkan kapasitas manusia. AI Augmentation 
Index dapat mencakup waktu yang dihemat, peningkatan kualitas, penurunan error, kenaikan output per 
pekerja, dan proporsi pekerja yang menerima pelatihan ulang. Organisasi yang hanya mengukur 
pengurangan biaya akan cenderung memilih substitusi, sedangkan organisasi yang mengukur 
augmentation lebih mungkin menemukan peluang inovasi. Pada level nasional, indikator ini membantu 
melihat apakah AI memperlebar gap produktivitas antara perusahaan besar dan UMKM. Program shared 
digital infrastructure dapat diarahkan pada sektor yang tertinggal. Implementasi indikator ini 
memerlukan baseline, target bertahap, sumber data yang konsisten, serta mekanisme audit kualitas. 
Pemerintah sebaiknya mempublikasikan tren secara terbuka agar perusahaan, kampus, dan 
masyarakat dapat merespons. Transparansi juga memungkinkan evaluasi apakah perubahan benar-
benar berasal dari kebijakan atau hanya dari siklus ekonomi. Dalam kerangka manajemen strategis, 
indikator harus diposisikan sebagai alat belajar dan koreksi, bukan semata alat penghukuman. Ketika 
hasil tidak sesuai target, pertanyaan pertama adalah mekanisme mana yang tidak bekerja dan 
bagaimana memperbaikinya. 

Indikator 7 - School-to-Work Transition Time 

Waktu dari kelulusan ke pekerjaan produktif adalah indikator efisiensi sistem transisi. Durasi panjang 
dapat berarti informasi kerja buruk, kurikulum tidak relevan, atau demand pekerjaan lemah. Career 
service, apprenticeship, dan project-based learning dapat diuji berdasarkan kemampuannya 
memperpendek durasi tersebut. Data perlu dikontrol menurut bidang studi, wilayah, gender, dan tingkat 
pendidikan agar tidak menghasilkan kesimpulan yang terlalu umum. Semakin cepat transisi berkualitas 
terjadi, semakin panjang periode seseorang berkontribusi dan menabung selama usia produktif. 

Waktu dari kelulusan ke pekerjaan produktif adalah indikator efisiensi sistem transisi. Durasi panjang 
dapat berarti informasi kerja buruk, kurikulum tidak relevan, atau demand pekerjaan lemah. Career 
service, apprenticeship, dan project-based learning dapat diuji berdasarkan kemampuannya 
memperpendek durasi tersebut. Data perlu dikontrol menurut bidang studi, wilayah, gender, dan tingkat 
pendidikan agar tidak menghasilkan kesimpulan yang terlalu umum. Semakin cepat transisi berkualitas 
terjadi, semakin panjang periode seseorang berkontribusi dan menabung selama usia produktif. 
Implementasi indikator ini memerlukan baseline, target bertahap, sumber data yang konsisten, serta 
mekanisme audit kualitas. Pemerintah sebaiknya mempublikasikan tren secara terbuka agar 
perusahaan, kampus, dan masyarakat dapat merespons. Transparansi juga memungkinkan evaluasi 
apakah perubahan benar-benar berasal dari kebijakan atau hanya dari siklus ekonomi. Dalam kerangka 
manajemen strategis, indikator harus diposisikan sebagai alat belajar dan koreksi, bukan semata alat 
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penghukuman. Ketika hasil tidak sesuai target, pertanyaan pertama adalah mekanisme mana yang tidak 
bekerja dan bagaimana memperbaikinya. 

Indikator 8 - Retirement Readiness 

Persiapan pensiun perlu mulai diukur ketika pekerja masih muda. Retirement readiness dapat meliputi 
kepesertaan jaminan hari tua, rasio tabungan terhadap pendapatan, kepemilikan perlindungan 
kesehatan, dan literasi keuangan. Pemerintah dan perusahaan dapat menggunakan auto-enrollment 
atau default contribution untuk mendorong tabungan tanpa menghilangkan pilihan individu. Bagi 
pekerja informal, kontribusi perlu fleksibel mengikuti pendapatan. Tujuannya adalah mengubah dividen 
pertama menjadi aset yang mendukung dividen kedua sehingga generasi usia produktif hari ini tidak 
memasuki masa tua dengan ketergantungan tinggi. 

Persiapan pensiun perlu mulai diukur ketika pekerja masih muda. Retirement readiness dapat meliputi 
kepesertaan jaminan hari tua, rasio tabungan terhadap pendapatan, kepemilikan perlindungan 
kesehatan, dan literasi keuangan. Pemerintah dan perusahaan dapat menggunakan auto-enrollment 
atau default contribution untuk mendorong tabungan tanpa menghilangkan pilihan individu. Bagi 
pekerja informal, kontribusi perlu fleksibel mengikuti pendapatan. Tujuannya adalah mengubah dividen 
pertama menjadi aset yang mendukung dividen kedua sehingga generasi usia produktif hari ini tidak 
memasuki masa tua dengan ketergantungan tinggi. Implementasi indikator ini memerlukan baseline, 
target bertahap, sumber data yang konsisten, serta mekanisme audit kualitas. Pemerintah sebaiknya 
mempublikasikan tren secara terbuka agar perusahaan, kampus, dan masyarakat dapat merespons. 
Transparansi juga memungkinkan evaluasi apakah perubahan benar-benar berasal dari kebijakan atau 
hanya dari siklus ekonomi. Dalam kerangka manajemen strategis, indikator harus diposisikan sebagai 
alat belajar dan koreksi, bukan semata alat penghukuman. Ketika hasil tidak sesuai target, pertanyaan 
pertama adalah mekanisme mana yang tidak bekerja dan bagaimana memperbaikinya. 

Indikator 9 - Regional Skill Balance 

Keseimbangan skill regional mengukur apakah kompetensi yang tersedia sesuai dengan struktur 
ekonomi daerah. Peta dapat membandingkan lulusan, lowongan, upah, dan investasi yang 
direncanakan. Ketika terjadi kekurangan teknisi di satu daerah dan surplus lulusan di daerah lain, 
kebijakan dapat memilih antara mobilitas, relokasi pelatihan, atau pengembangan program lokal. 
Regional skill balance membantu mencegah investasi pendidikan yang tidak terhubung dengan 
ekonomi. Dalam jangka panjang, indikator ini juga mendukung pembangunan pusat pertumbuhan di 
luar wilayah yang selama ini terlalu terkonsentrasi. 

Keseimbangan skill regional mengukur apakah kompetensi yang tersedia sesuai dengan struktur 
ekonomi daerah. Peta dapat membandingkan lulusan, lowongan, upah, dan investasi yang 
direncanakan. Ketika terjadi kekurangan teknisi di satu daerah dan surplus lulusan di daerah lain, 
kebijakan dapat memilih antara mobilitas, relokasi pelatihan, atau pengembangan program lokal. 
Regional skill balance membantu mencegah investasi pendidikan yang tidak terhubung dengan 
ekonomi. Dalam jangka panjang, indikator ini juga mendukung pembangunan pusat pertumbuhan di 
luar wilayah yang selama ini terlalu terkonsentrasi. Implementasi indikator ini memerlukan baseline, 
target bertahap, sumber data yang konsisten, serta mekanisme audit kualitas. Pemerintah sebaiknya 
mempublikasikan tren secara terbuka agar perusahaan, kampus, dan masyarakat dapat merespons. 
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Transparansi juga memungkinkan evaluasi apakah perubahan benar-benar berasal dari kebijakan atau 
hanya dari siklus ekonomi. Dalam kerangka manajemen strategis, indikator harus diposisikan sebagai 
alat belajar dan koreksi, bukan semata alat penghukuman. Ketika hasil tidak sesuai target, pertanyaan 
pertama adalah mekanisme mana yang tidak bekerja dan bagaimana memperbaikinya. 

Indikator 10 - Learning Agility 

Learning agility sulit diukur tetapi sangat penting karena pekerjaan akan terus berubah. Assessment 
dapat menggunakan problem baru, kemampuan mencari dan mengevaluasi informasi, refleksi terhadap 
kesalahan, dan transfer pengetahuan antar konteks. Institusi pendidikan dapat memasukkan proyek 
lintas disiplin dan open-ended problem untuk melatih kemampuan tersebut. Perusahaan dapat menilai 
learning velocity ketika karyawan mengambil peran baru. Negara dengan tenaga kerja yang cepat belajar 
ulang memiliki risiko lebih kecil ketika teknologi menggantikan sebagian tugas lama. 

Learning agility sulit diukur tetapi sangat penting karena pekerjaan akan terus berubah. Assessment 
dapat menggunakan problem baru, kemampuan mencari dan mengevaluasi informasi, refleksi terhadap 
kesalahan, dan transfer pengetahuan antar konteks. Institusi pendidikan dapat memasukkan proyek 
lintas disiplin dan open-ended problem untuk melatih kemampuan tersebut. Perusahaan dapat menilai 
learning velocity ketika karyawan mengambil peran baru. Negara dengan tenaga kerja yang cepat belajar 
ulang memiliki risiko lebih kecil ketika teknologi menggantikan sebagian tugas lama. Implementasi 
indikator ini memerlukan baseline, target bertahap, sumber data yang konsisten, serta mekanisme audit 
kualitas. Pemerintah sebaiknya mempublikasikan tren secara terbuka agar perusahaan, kampus, dan 
masyarakat dapat merespons. Transparansi juga memungkinkan evaluasi apakah perubahan benar-
benar berasal dari kebijakan atau hanya dari siklus ekonomi. Dalam kerangka manajemen strategis, 
indikator harus diposisikan sebagai alat belajar dan koreksi, bukan semata alat penghukuman. Ketika 
hasil tidak sesuai target, pertanyaan pertama adalah mekanisme mana yang tidak bekerja dan 
bagaimana memperbaikinya. 


